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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1

P   U   T   U   S   A   N

 Nomor :  04/G/201 1/PTUN.  YK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Yogyakar ta  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa   Tata  Usaha  

Negara  pada  t i ngka t  per tama,  dengan  acara  biasa ,  yang  

bers i dang  d i  gedung  yang  di ten tukan  untuk  i t u  di  Ja lan  

Jant i  Nomor  :  66  Banguntapan ,  Bantu l ,  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta ,  te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga i  

ber i ku t  da lam perkara  anta ra  :  

1. N a m a :  

BUDI  BRAMANTYO ;  

Kewarganegaraan  :

Indones ia  ;  

Peker j aan  :

Pedagang ;  

Tempat  t i ngga l  

:

Perumahan  Taman  Gr iya  Indah  I  

Blok     A- 139  Desa Ngest i ha r j o ,  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  dan 

Ja lan  Kolone l  Sugiyono  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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3. N a m a . . . . . . . . .

45  RT.  051  RW. 012,  Keparakan ,  

Mergangsan,  Kota  Yogyakar t a  

55152,  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  ;

2. N a m a :  

WIDYO MARTONO ;

Kewarganegaraan  :

Indones ia  ;  

Peker j aan  : Wira usaha ;  

Tempat  t i ngga l  

:

Perumahan  Taman  Gr iya  Indah  

IV / I - 245B  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

3. N a m a :  

BUDI  SETIAWAN  ;  

Kewarganegaraan  :

Indones ia  ;  

Peker j aan  : Karyawan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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3

Tempat  t i ngga l  

:

Perumahan  Taman Gr iya  Indah   I I  

G-189  DK.  I I  RT  02  Sumberan ,  

Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  

Kabupaten  Bantu l ,  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  55182 ;

4. N a m a :  SOEPRAPTO ;  

Kewarganegaraan

:

Indones ia  ;  

Peker j aan  : Pens iunan  ;

Tempat  t i ngga l  

:

Perumahan  Taman  Gr iya  Indah  

H/99/DK.  I I  RT.  01  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Kabupaten  

Bantu l ,  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  55182 ;  

5. N a m a :  

I r .   CHANDRA  WIJAYA ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupat en. . . . . . . . . . .

Kewarganegaraan  :

Indones ia  ;  

Peker j aan  : Wirausaha  ;  

Tempat  t i ngga l  

:

Perumahan  Green  Garden  M-

71/DK. I      RT.  04,  RW.  02,  

Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  

Kabupaten  Bantu l ,  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  55182  ;  

6. N a m a :  

SUTJIPTO ;  

Kewarganegaraan  :

Indones ia  ;  

Peker j aan  : Swasta  ;  

Tempat  t i ngga l  

:

Perumahan  Green  Garden  M-72  RT.  

04/  RW.  02,  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Kasihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

Berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  te r t angga l  17 

Januar i  2011 member i kan  kuasa  kepada   :  

1. DR.  H.  TEGUH  SAMUDERA,  S.H. ,  M.H.  ;  

2. RM.  AGUNG  BUDIHARTA,  S.H. ,  M.Hum.  ;  

3. SINTO  ARIWIBOWO,  S.H. ,  M.Kn.  ;  

Kesemuanya  berk ewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan   Advokat /Penasehat  Hukum yang  bera lamat  

di  kanto r               PEKA Law Off ice ,  Ja lan  

Sugeng  Jeron i  Nomor  :  22  A,  Kota  Yogyakar t a ,  

Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta ,  Telpon /Fax  :  

(0274)  371919  ;  

Untuk  selan ju t nya  disebu t  sebaga i  . . . . . . . . . . . . .  

PARA PENGGUGAT;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   M E L A W A N 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Nama  Jabatan

:  

BUPATI   BANTUL  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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putusan.mahkamahagung.go.id

2.  SUTI NAH. . . . . . . . .

Tempat  Kedudukan  :

J l .  Rober t  Wol te r  Mongins id i  

Nomor  :  1  Bantu l ,  Prop ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

Berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  te r t angga l  01 

Februar i  2011 member ikan  kuasa  kepada   :  

1. SUNARTO,  S.H. ,MM.  

Kepala  Bagian  Hukum  Sekre ta r i a t  Daerah  

Kabupaten  Bantu l ;  

2. SUTINAH,  S.H. ,  M.Hum.  

Kepala  Sub Bagian  Bantuan  Hukum pada  Bagian  

Hukum Sekre ta r i at  Daerah  Kabupaten  Bantu l  ;  

3. ANDHY  SOELYSTYO,  S.H. ,M.Hum.  

Kepala  Sub  Bagian  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  pada  Bagian  Hukum  Sekre ta r i at  

Daerah  Kabupaten  Bantu l  ;  

4. SUNARSO,  S.H.  

Kepala  Sub Bagian  Umum pada  Dinas  Peker jaan  

Umum  Kabupaten  Bantu l  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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2.  SUKARSONO ?. .  SUKARSONO. . . . . . . .

7

Kesemuanya  ada lah  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  yang  bera lamat  di  

Ja lan  Rober t  Wolte r  Mongins id i  Nomor  :  1 

Kabupaten  Bantu l  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  ;  

Untuk   se lan ju t nya   d isebu t  

sebaga i   . . . . . . . . . . . . .   TERGUGAT 

I  ;

2. Nama  Jabatan

:  

Gubernur  Daerah  Is t imewa 

Yogyakarta  ;  

Tempat  Kedudukan  

:

Komplek  Kepat i han  Danure jan  

Yogyakar t a ,  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

Berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  te r t angga l  01 

Februar i  2011 member ikan  kuasa  kepada   :  

1. MOEDJI  RAHARDJO,  S.H. ,  M.Hum.  

Kepala  Bi ro  Hukum Sekre ta r i at  Daerah  Prop ins i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

2. SUKARSONO,  S.H.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Kepala  Bagian  Bantuan  dan  layanan  Hukum Bi ro  

Hukum   Sekre ta r i at  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

3. HARIS  SUHARTONO,  S.H.  

Kepa la  Sub Bagian  Sengketa  Hukum  Bagian  

Bantuan  dan  Layanan  Hukum  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i at  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar ta  ;  

4. ADI  BAYU  KRISTANTO,  S.H. ,  M.Hum.  

Kepa la  Sub Bagian  Supremasi  Hukum  Bagian  

Bantuan  dan  Layanan  Hukum  Bi ro  Hukum 

Sekre ta r i at  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar ta  ;  

5. SIT I  WAHYUNI,  S.H.  

Kepa la  Sub Bagian  Layanan  Hukum Bagian  Bantuan  

dan  Layanan  Hukum  Bi ro  Hukum  Sekre ta r i at  

Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

Kesemuanya  ada lah  Pegawai  Neger i  Sip i l  pada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.   Tel ah ???. ?. .  SUKARSONO. . . . . . . .

9

Kanto r  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yoyakar ta ,  

bera lamat  di  komplek  Kepat i han ,  Danure jan ,  

J ln .  Mal iobo ro   Yogyakar ta  ;  

Untuk   se lan ju t nya   d isebu t  

sebaga i   . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TERGUGAT I I  ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Yogyakar ta  te rsebu t  :

1. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Yogyakar ta  Nomor  :   04/PEN- DIS/201 1/PTUN.Yk  

tangga l  26 Januar i   2011  ten tang   lo l os   Dissmissa l  ;  

2. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Yogyakar ta   Nomor  :  04/PEN. MH/20 11/PTUN.Yk.  

tangga l   26  Januar i  2011  ten tang  Penetapan  Susunan  

Maje l i s  Hakim ;  

3. Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Hakim  Nomor:  

04/P EN-HS/20 11/PTUN.Yk.  tangga l  27  Januar i  2011 

ten tang  Pemer iksaan  Pers iapan  ;  

4.  Telah     membaca   Penetapan    Ketua    Maje l i s    Hakim  

Nomor  :   04/P EN-HS/20 11/PTUN.Yk.  tangga l  10  Februar i  

2011  ten tang  Penetapan  Penentuan  Har i   Pers idangan  ;  

5. Telah  membaca berkas  perkara  yang  bersangku tan  ;  

6. Telah  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  dar i  kedua  

belah  p ihak  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusunawa??????. .  SUKARSONO. . . . . . . .

7. Telah  membaca  kes impu lan  Penggugat  dan  Terguga t  ;  

8. Telah  membaca  dan  mempela ja r i  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  Perkara  dan  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

da lam  pers idangan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUKNYA  SENGKETA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,    bahwa  Para  Penggugat   da lam gugatannya  

te r t angga l            25  Januar i  2011  yang  di te r ima  dan  

dida f t a r  d i  Kepani t e raan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Yogyakar t a  pada  tangga l  25  Januar i  2011  dengan  Regis te r  

Perkara  Nomor  :  04/G/2011 /PTUN.Yk.    dan   te l ah   d i l akukan  

perba i kan  fo rma l  gugatan  dalam  pemer iksaan  pers iapan  

te r t angga l   10  Februar i  2011,   te l ah  mengajukan  gugatan  

kepada  Bupat i  Bantu l  sebaga i  Tergugat  I  dan Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  sebaga i  Terguga t  I I ,  dengan  

mengemukakan   dasar - dasar  dan  a lasan- a lasan  sebaga i  

ber i ku t  :  

1. Bahwa Para  Penggugat  adalah  warga  masyaraka t  Dusun 

Sumberan  dan  Dusun  Tambak  yang  secara  nyata  dan  

je l as  bahwa  lokas i  Pembangunan  Rusunawa  Desa 

Ngest i ha r j o  adalah  sangat  berdeka tan  dengan  

l i ngkungan  hun ian  Para  Penggugat  dan  sa l i ng  

bers i nggungan  secara  sos ia l  maupun  secara  budaya,  

lokas i  pembangunan  te rsebu t  anta ra  la i n  berdeka tan  

langsung  dengan  hun ian  Para  Penggugat  anta ra  la i n  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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1) Budi  Bramantyo ,  Perumahan Taman Gr iya  Indah  I  

Blok  A- 139  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  

Kabupaten  Bantu l ,  Daerah  Is t imewa Yogyakar ta ;  

2) Widyo  Martono ,  Perumahan  Taman  Gr iya  Indah  

IV / I - 245B  Desa     Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  

Kabupaten  Bantu l ,  Daerah  Is t imewa Yogyakar ta ;  

3) Budi  Set iawan ,  Perumahan   Gr iya  Indah  I I  G-

189 DK.  I I  RT,  02 Sumberan,  Desa Ngest i ha r j o ,  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a   55182  ;  

4) Soeprap to ,  Perumahan  Gr iya  Indah  H/99/DK. I I  

RT.  01  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Kabupaten  

Bantu l ,  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  55182  ;  

5) I r .  Chandra  Wi jaya ,  Perumahan Green  Garden  M-

71/DK. I  RT.04  RW.  02,  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  55182  ;  

6) Sut j i p t o ,  Perumahan  Green  Garden  M.  72  RT 

04/RW 02 Desa Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kasihan ,  

Kabupaten  Bantu l ,  Yogyakar ta  55182.  ;  

Yang  kesemuanya  Para  Penggugat  ber tempat  t i ngga l  d i  

Dusun Sumberan  dan Dusun Tambak se jak  tahun  1988 sampai  

dengan  saat  gugatan  in i  d i  a jukan  ke  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  D. I  Yogyakar ta  sudah  menetap  dan ber tempat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Par a ?????. .  SUKARSONO. . . . . . . .

t i ngga l  d i  Dusun  Sumberan  dan  Dusun  Tambak.  ;  

2. Bahwa  :   

a) Para  Penggugat  pada  tangga l  30  Desember  2010  

baru  mengetahu i  adanya  Perse tu j uan  Penetapan  

Lokas i  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  

Pembangunan  Rumah Susun  Sederhana  (Rusunawa)  

Nomor  :  143/3056  tangga l  26  Ju l i  2010  dan  

adanya  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  :  66/ I2 / 2010  

Tentang  Pember ian  I j i n  Kepada  Pemer in tah  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  

Bantu l ,  untuk  menyewakan  tanah  Kas  Desa 

kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l ,  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(RUSUNAWA) tangga l  15  November  2010,  Sete lah  

Sdr .  BUDI  BRAMANTYO mengi r im  Sura t  kepada  

Bupat i  Bantu l  per iha l  Mohon  In fo rmas i  

Landasan  Hukum/Sura t  Keputusan  Pembangunan  

Rusunawa  Sumberan  Tambak  te r t angga l  20 

Desember  2010,  kemudian  oleh  TERGUGAT  I  

mela lu i  Sekre ta r i s  Daerah  Kabupaten  Bantu l  

te l ah  menjawab  Sura t  dar i  Sdr .  BUDI  

BRAMANTYO,  dengan  Sura t  Nomor  :  648/5547  

per i ha l  Jawaban  In fo rmas i  te r t angga l  27 

Desember  2010  dan  sura t  dar i  Pemer in tah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Kabupaten  Bantu l  te r sebu t  d i t e r ima  oleh  Sdr  

Budi  Bramantyo  pada  tangga l  30 Desember  2010;  

-

b) Bahwa sura t  dar i  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  

yang  te lah  di t e r ima  oleh  Sdr .  Budi  Bramantyo  

pada  pokoknya  mengin fo rmas i kan  bahwa Tergugat  

I  te lah  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

143/3056  te r t angga l  26  Ju l i  2010  Tentang  

Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa 

Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  

Sederhana  (Rusunawa) ,  dan  Terguga t  I I  te l ah  

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  Nomor  :  

66/ I2 / 2010  tangga l  15  November  2010  Tentang  

Pember ian  Iz i n  Kepada  Pemer in tah  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  

Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah Kas Desa kepada 

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  Pembangunan  

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (RUSUNAWA)  ;  

 

c) Bahwa  sebaga imana  te l ah  dike tahu i  bersama 

bahwa  Sura t  Keputusan  Terguga t  I  dan  Sura t  

Keputusan  Tergugat  I I ,  secara  konkr i t ,  

ind i v i d ua l  dan  f i na l  te lah  member ikan  i j i n  

untuk  penye lenggaraan  Pembangunan  Gedung 

Rusunawa  beser ta  perangka t  la i nnya  yang  

ber l okas i  d i  tanah  kas  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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gugat an ?????. .  SUKARSONO. . . . . . . .Kecamatan  Kasihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  Prop ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

d) Bahwa  oleh  karena  i t u  gugatan  Tata  Usaha  

Negara  yang  dia j ukan  Para  Penggugat  masih  

da lam  tenggang  waktu  90  har i ,  sesua i  

keten tuan  dalam  Pasa l  55  Undang- Undang 

Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  (PTUN),  ya i t u  :  “ bahwa  Gugatan  

dapat  d ia j ukan  hanya  da lam tenggang  waktu  90  

(sembi l an  puluh)  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  

d i te r imanya  atau  d iumumkannya  Keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ” ;  maka  Para  

penggugat  se laku  pihak  ket i ga  yang  t i dak  

di tu j u  oleh  adanya  Sura t  Keputusan  Obyek  

sengketa  dalam  perkara  in i  dan  baru  pada  

tangga l  30  Desember  2010  mengetahu i  adanya  

Sura t  Keputusan  Obyek  Sengketa  sete lah  

mendapatkan  sura t  jawaban  dar i  Pemer in tah  

Kabupaten  Bantu l  Nomor:  648/5547  per iha l  

Jawaban  In fo rmas i  te r t angga l  27  Desember  

2010,   maka  gugatan  Para  Penggugat  dia j ukan  

masih  da lam  tenggang  waktu  90  har i ,  dengan  

demik ian  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  :  05 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  belum  te r l ampau i  ;  

e) Bahwa se lan ju t nya  karena  Para  Tergugat  ada lah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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pejaba t  Tata  Usaha  Negara  d i  wi layah  dan  

Obyek  gugatan  berada  di  wi layah  hukum 

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Yogyakar ta ,  maka 

sudah  seharusnya lah  gugatan  in i  d ia j ukan  

mela lu i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Yogyakar t a  ;  

  

3. Bahwa pada  saat  in i  Pembangunan  Rusunawa di   tanah  

kas  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  

Bantu l ,  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a ,  nyata -

nyata  te l ah  di l aksanakan  keg ia tan  Pembangunan  

Rusunawa  did i r i k an  di  atas  tanah  kas  Desa 

Ngest i ha r j o  se luas  ±  5.372  M²   dengan  bangunan  

Gedung  utama  5  ( l ima )  lan ta i  ukuran  60Mx23M 

di tambah  dg bangunan  prasarana  penun jang  la i nnya  ;  

4. Bahwa  Para  Penggugat  beser ta  warga  masyaraka t  yang  

t i ngga l  d i  wi layah  Desa  Ngest i ha r j o ,  Ja lan  

Sumberan- Tambak,  Kecamatan  Kasihan ,  Kabupaten  

Bantu l ,  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta ,  

menyatakan  t i dak  setu ju  dan  menolak  Pembangunan 

Rumah  Susun  Sederhana  (Rusunawa) ,  karena  

pembangunan  Rusunawa  di  Desa  Ngest i ha r j o  te rsebu t  

dampaknya  akan  langsung  di te r ima  oleh  warga  

masyaraka t  yang  t i ngga l  d isek i t a r  lokas i  

pembangunan  maupun masyaraka t  la i n  yang  set i ap  har i  

menggunakan  akses  ja l an  Sumberan  –Tambak  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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5. Bahwa bukt i  kebera tan  dar i  Pembangunan  Rusunawa di  

Desa  Ngest i ha r j o  oleh  warga  masyaraka t  Dusun  

Sumberan  dan  Dusun  Tambak  dan  sek i t a r nya ,  

sebenarnya  te l ah  ber in i s i a t i f  ba ik  secara  send i r i -

send i r i  maupun  bersama- sama,  te l ah  berupaya  

melakukan  serangka ian  keg ia tan  baik  secara  fo rma l  

maupun  pro tes  dengan  mengi r imkan  sura t  kepada  

ins tans i - ins tans i  Pemer in tahan  Kabupaten  Bantu l ,  

Sela in  i t u  juga  melakukan  kebera tan  dengan 

membentang  spanduk- spanduk  kebera tan  d i  set i ap  

rumah  warga  masyaraka t  Dusun  Sumberan  dan  Dusun 

Tambak  agar  supaya  lokas i  pembangunan  Rusunawa  di  

Dusun  Tambak te rsebu t   d ip indahkan  dar i  Dusun 

Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o  ;  

6. Bahwa kebera tan  Warga Masyaraka t  Dusun Sumberan  dan  

Dusun  Tambak  atas  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  sebenarnya  te lah  di upayakan  

penye lesa i an  secara  musyawarah  dengan  Pemer in tahan  

Kabupaten  Bantu l  dengan  cara  audens i  o leh  Pejaba t  

Pemer in tahan  Kabupaten  Bantu l  dan  per temuan  da lam 

rangka  musyawarah  mufaka t  untuk  menyelesa i kan  

permasa lahan  kebera tan  warga  masyaraka t  Sumberan-

Tambak,  akan  te tap i  per temuan- per temuan  te rsebu t  

t i dak  menghas i l kan  suatu  kesepaka tan  f i na l  anta ra  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pemer in tahan  Kabupaten  Bantu l ,  te tap i  jus t r u  

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  secara  sep ihak  dan  

sebenarnya  dengan  mengabaikan  asas  musyawarah  dan  

penye lenggaraan  pemer in tahan  yang  baik  te l ah  

membata lkan  Kesepakatan  yang  te lah  te r j ad i  d imana  

warga  masyaraka t  Dusun  Sumberan  dan  Dusun  Tambak 

te l ah  bersed ia  untuk  membebankan  biaya  peny iapan  

pemindahan  dan  pengo lahan  lahan  Pembangunan  

rusunawa  di  Ni t i p r ayan  seh ingga  te r j ad i  dead  lock  

dan  senyatanya   Pemer in tah  kabupaten  Bantu l  te tap  

memaksakan  kehendak  melakukan  pembangunan  Rusunawa 

di  Dusun  Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o ,  dan  dengan  

Pembangunan  Rusunawa  te rsebu t  Warga  Masyaraka t  

Sumberan  Tambak  dan  sek i t a r nya  te tap  kebera tan  di  

bangunnya  Rusunawa di  Dusun  Tambak,  d ika renakan  di  

Dusun Tambak,  Desa Ngest i ha r j o ,  akan  te r j ad i  dampak  

sebaga i  ber i ku t  :  

i . Akses  ja l an  Tambak  yang  re la t i f  sempi t  dan  

padat ,  te ru tama  saat  in i  se la l u  te r j ad i  

kemacetan  pada  pag i ,  s iang  dan  sore  har i  

te ru tama  pada  jam- jam  masuk/pu lang  

ker j a / seko l ah  atau  jam- jam  s ibuk  ;  

 

i i . Kondis i  ja l an  yang  sempi t  dan  dra inase  yang  

buruk  membuat  ja l an  mudah  rusak  seh ingga  

menggangu  kenyamanan  berkendara ,  dan  akan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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8.  Bahwa ????. . .  SUKARSONO. . . . . . . .

leb ih  mengkhawat i r k an  j i k a  pembangunan  

Rusunawa  te tap  di  bangun  ;  

i i i . Fas i l i t a s  pembuangan  sampah  dan  pengo lahan  

l imbah  warga  perumahan saat  in i  sangat  kurang  

di tambah  lag i  j i ka  d i  bangun  Rusunawa  ;  

i v . Kondis i  keamanan  yang  kurang  ba ik  seh ingga  

apab i l a  dibangun  Rusunawa  akan  menambah 

permasa lahan  kete r t i b an  dan  keamanan  baru  ;  

v. Pendataan  penghun i  yang  secara  cepat  dan  

s ingka t  b isa  berubah ,  ha l  in i  akan  

menimbulkan  permasa lah  keamanan yang  ser i us  ;  

v i . Akan  menimbulkan  permasa lahan  sos ia l  

te ru tama  gesekan  sos ia l  yang  mengarah  pada  

perbua tan  kr im ina l  ;  

v i i . Warga  Perumahan  sebag ian  besar  t i dak  pernah  

di l i b a t k an  dlm  ana l i sa  menyelu ruh  dampak 

l i ngkungan  dan  sos ia l ,  seh ingga  warga  sangat  

kebera tan  dengan  pembangunan  Rusunawa  ;  

  

7. Bahwa sebe lum Para  Tergugat  menerb i t kan  objek - obyek  

sengketa  waj ib  didahu lu i  dan  didasarkan  pada  stud i  

ana l i s i s  mengenai  dampak  l i ngkungan  hidup  (AMDAL)  

yang  secara  tegas  te l ah  dia tu r  da lam  Pasal  18 

Undang- Undang  Nomor  :  23  Tahun  1997  Tentang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pengelo laan  Lingkungan  Hidup  jo .  Pasa l  7  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999  Tentang  Anal i s i s  

Mengenai  Dampak Lingkungan  Hidup  jo .  Huru f  I  Bidang  

Prasarana  Wilayah  poin  9  Pembangunan  

Perumahan/Pemukiman  Keputusan  Menter i  Negara  

Lingkungan  Hidup  Nomor  :  17  Tahun  2001  Tentang  

Jen is  Rencana  Usaha  Dan/Atau  Kegia tan  Yang  Waj ib  

Di lengkap i  Dengan  Anal i s i s  Mengena i  Dampak 

Lingkungan  Hidup  ;  

8. Bahwa  Hukum Lingkungan  te l ah  tegas  mendef i n i s i k an  

AMDAL  adalah  Kaj i an  mengenai  dampak  besar  dan  

pent i ng  suatu  keg ia tan  yang  di rencanakan  pada  

l i ngkungan  hidup  yang  dipe r l u kan  bag i  proses  

pengambi l an  keputusan  ten tang  keg ia tan  (Pasa l  1 

angka  21  Undang- Undang  Nomor  :  23  Tahun  1997  

Tentang  Penge lo l aan  Lingkungan  Hidup  dan  Pasa l  1 

angka  1 Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999  

Tentang  Anal i s i s  Mengenai  Dampak  L ingkungan  

Hidup)  ;  

9. Bahwa  Keputusan  Para  Tergugat  berupa  Perse tu j uan  

Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  dan   Pember ian  

Iz i n  kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  

Kas  Desa  kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa,  menuru t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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ant ar a ?????. . . .  SUKARSONO. . . . . . . .

hukum  bahwa  pembangunan  Rumah  Susun  baru  dapat  

d i l aksanakan  sete lah  memenuhi  pera tu ran  yang  

mengatur  syara t  admin is t r a t i f  pembangunan  Rumah 

susun  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  6  ayat  (1 )  UU 

No.16  tahun  1985 ten tang  Rumah Susun jo  Pasa l  33 PP 

No.  4  tahun  1988  ten tang  Rumah Susun  jo  Pera tu ran  

Menter i  Dalam  Neger i  No.  3  tahun  1992  ten tang  

Pedoman  Penyusunan  Pera tu ran  Daerah  ten tang  Rumah 

Susun  dan  sete lah  tun tas  menyelesa i kan  kewaj i bannya  

dalam  menyusun  Amdal ,  dan  berbeka l  dar i  Amdal  

te rsebu t  baru  akan  dapat  d i te rb i t k an  persyara tan  

i j i n - i j i n  la i nnya  da lam  Pembangunan  Rusunawa,  akan  

te tap i  pada  kenyataannya  obyek- obyek  gugatan  te l ah  

di te rb i t k an  tanpa  memperhat i kan  Prosedur  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  ;  

 

10. Bahwa tegas  menuru t  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  27  

Tahun  1999,  bahwa Keputusan  Para  Tergugat   in  casu  

baru  dapat  d i l aksanakan  apab i l a  anta ra  la i n  

didasarkan  te l ah  adanya  Keputusan  ke layakan  

l i ngkungan  hidup  atas  rencana  keg ia tan  Pembangunan  

Rusunawa,  yang  mana Keputusan  Kelayakan  Lingkungan  

Hidup  i t u  berdasarkan  atas  has i l  pen i l a i an  Komis i  

Peni l a i  Daerah  te rhadap  Dokumen AMDAL,  RPL dan  RKL 

atas  rencana  Kegia tan  Pembangunan  Rusunawa  ;  

11. Bahwa  te rnya ta  Pembangunan  Rusunawa  di  Dusun 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Sehi ngga ???. ?. .  SUKARSONO. . . . . . . .21

Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o ,  nyata - nyata  te lah  

melanggar  ;  

a. Pasal  3  Undang- Undang Nomor  :  16  tahun  1985 

ten tang  Rumah Susun;   

b. Pasal  6 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor  :  16 tahun  

1985  ten tang  Rumah Susun  jo  Pasal  33  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  4  tahun  1988  ten tang  Rumah 

Susun  jo  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  :  

3  tahun  1992  ten tang  Pedoman  Penyusunan  

Per atu ran  Daerah  ten tang  Rumah  Susun  ;  

c. Pasal  18  Undang- Undang  Nomor  :  23  Tahun  1997  

Tentang  Penge lo l aan  Lingkungan  Hidup  jo .  Pasa l  

7  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999  

Tentang  Anal i s i s  Mengenai  Dampak  Lingkungan  

Hidup  jo .  Huru f  I  Bidang  Prasarana  Wi layah  poin  

9  Pembangunan  Perumahan/  Pemukiman  Keputusan  

Menter i  Negara  Lingkungan  Hidup  Nomor  :  17  

Tahun  2001  Tentang  Jen is  Rencana  Usaha Dan/Atau  

Kegia tan  Yang  Waj ib  Di lengkap i  Dengan  Anal i s i s  

Mengenai  Dampak Lingkungan  Hidup ;  

d. Pasal  2  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  4  tahun  

1988  ten tang  Rumah  Susun  ;   

e. Pasal  22  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  4  tahun  

1988  ten tang  Rumah  Susun  ;  

f . Memorandum of  Agreement  (MOA)  Pasa l   2  ayat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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kel ayakan ????.  SUKARSONO. . . . . . . .

(2 ) .  ;  

Sehingga  te l ah  memenuhi  unsur - unsur  yang  dimaksud  Pasa l  

53 ayat  (2 )  huru f  a Undang- Undang  Nomor  :  9 Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  :  5  tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  maka wajar ,  

patu t  ser ta  ad i l  apab i l a  Para  Penggugat  da lam 

pet i t umnya  nant i  memohon  kepada  Yang  Mul ia  Maje l i s  

Hakim  yang  memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  

sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i ,  agar  obyek- obyek  

gugatan  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah.  Sela in  i t u  

Sura t  Keputusan  Para  Tergugat  juga  te l ah  melanggar  

Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang  Baik ,  sebaga i  mana 

te l ah  dia tu r  da lam  Pasa l  53  ayat  (2 )  hurup  b  Undang-

Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  Atas  

Undang- undang  Nomor  :  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara ,  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik  di l anggar  ada lah  :  

a) Asas  kepas t i an  hukum  :  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999  te l ah  

tegas  menyatakan  bahwa  pember ian  i j i n  rencana  

keg ia tan  in  casu  Pembangunan  Rusunawa  di  Dusun 

Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l ,  sebe lum 

dimula i  pe laksanaan  pembangunannya  waj ib  d idahu lu i  

adanya  penetapan  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  per iha l  

ke layakan  l i ngkungan  h idup  atas  rencana  keg ia tan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Lingkungan  Hidup ,  ya i t u  Rencana  Pembangunan  Rusunawa 

di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l ,  dengan  

demik ian  aturah  hukum  yang  sudah  past i  dan  harus  

di taa t i  o leh  semua warga  negara  tanpa  kecua l i ,  sudah  

dib i k i n  kacau  dan  jus t r u  malah  dibua t  t i dak  past i ,  

karena  pe laksanaan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kas ihan ,  Bantu l  yang  nyata - nyata  t i dak  

didahu lu i  atau  didasarkan  pada  Penetapan  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara  per iha l  ke layakan  l i ngkungan  hidup  

atas  rencana  keg ia tan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  ;  

b) Asas  te r t i b  penye lenggaraan  negara  :  

Pelaksanaan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kas ihan ,  Bantu l  dan  Keputusan  Para  

Tergugat  te lah  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Pemer in tah  yang  hi ra r k i n ya  leb ih  t i ngg i ,  dengan  

demik ian  Pelaksanaan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kas ihan ,  Bantu l  dan  Keputusan  Para  

Tergugat  te lah  melanggar  te r t i b  penye lenggaraan  

negara ,  sebab  senya tanya  Pelaksanaan  Pembangunan  

Rusunawa  di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  dan  

Keputusan  Para  Tergugat  te l ah  melanggar  hi ra r k i  Tata  

Urutan  Perundang- undangan  yang  te lah  dia tu r  da lam 

Tap  MPR Nomor  :  3  Tahun  2000  maupun  dalam  Undang-

Undang  Nomor  :  10  Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  

Pera tu ran  Perundang- undangan.  Oleh  karena  i t u  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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penet apan ????.  SUKARSONO. . . . . . . .

pelaksanaan  te r t i b  penye lenggaraan  negara  juga  

diukur  dengan  paramete r  bahwa  atu ran  yang  leb ih  

rendah  t i dak  bo leh  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  

yang  leb ih  t i ngg i  ;  

 

c) Asas  kepent i ngan  umum  :  

Kewaj iban  penyusunan  Amdal  te rhadap  rencana  keg ia tan  

Pelaksanaan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kas ihan ,  Bantu l ,  seharusnya  d idasarkan  

pada  alasan  untuk  mel indung i  fungs i  l i ngkungan  

hidup ,  apalag i  hukum l i ngkungan  te l ah  mengamanatkan  

bahwa  per l i n dungan  te rhadap  fungs i  l i ngkungan  hidup  

merupakan  kepent i ngan  umum sebaga imana  te l ah  dia tu r  

da lam  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999,  

pada  ha l  senyatanya  Pelaksanaan  Pembangunan  Rusunawa 

di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  t i dak  

didasarkan  pada penetapan  per iha l  ke layakan  

l i ngkungan  hidup  atas  rencana  keg ia tan  Pelaksanaan  

Pembangunan  Rusunawa  di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  

Bantu l ,  maka  inc i  per  inc i  Pelaksanaan  keg ia tan  

te rsebu t  ber ten tangan  dengan  asas  kepent i ngan  umum ;  

d) Asas  pro fes i ona l i t a s  :  

Profes iona l i t a s  Para  Tergugat  juga  dapat  d iukur  

apakah  Para  Tergugat  patuh  atau  t i dak  patuh  te rhadap  

prosedur  pengambi lan  keputusan  yang  te l ah  dibakukan  

Disclaimer
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oleh  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

untuk  d i l aksanakan  oleh  Para  Tergugat  da lam 

menja lankan  pro fes i nya  sebaga i  Pajaba t  Publ i k .  

Pera tu ran  perundang- undangan  mewaj ibkan  bahwa 

sebe lum  d i l aksanakan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  seharusnya  didahu lu i  

adanya  stud i  ke layakan  l i ngkungan  hidup  atas  Rencana  

Kegia tan  Pelaksanaan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l ,  dengan  demik ian  

Pelaksanaan  keg ia tan  Pembangunan  Rusunawa  di  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kas ihan ,  Bantu l  yang  t i dak  di dahu lu i  

dengan  stud i  ke layakan  Amdal  sedangkan  pada  saat  in i  

pe laksanaan  keg ia tan  pembangunan  te rsebu t  ber ja l an  

te rus  tanpa  ada  teg uran  dar i  Para  Tergugat  dan  yang  

senyatanya  Para  Tergugat  tu tup  mata  seo lah - o lah  

t i dak  tahu ,  maka  hal  in i  te lah  menjad i  te rang  

benderang  dan  je l as  bahwa  t i ndakan  Para  te rguga t  

ber ten tangan  dengan  asas  pro fes i ona l i t a s  ;  

e) Asas  akuntab i l i t a s  :  

Tindakan  Pejaba t  Tata  usaha  Negara  sebenarnya  

semuanya  harus  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  di  

hadapan  hukum,  te rmasuk  harus  pula  dapat  

d ipe r t anggung jawabkan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  mengatur  pe laksanaan  fungs i  

jaba tan  yang  bersangku tan .  Dengan  demik ian  

pelaksanaan  keg ia tan  Pembangunan  Rusunawa  te rsebu t  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang  t i dak  didasarkan  pada  stud i  Amdal  i t u  nyata -

nyata  t i dak  dapat  d ipe r t anggung jawabkan  di  muka 

hukum,  maka  nyata - nyata  pula  bahwa  Pelaksanaan  

Kegia tan  Pembangunan  Rusunawa  yang  t i dak  

memperhat i kan  prosedur  te rsebu t  dan  Para  Tergugat  

membiarkan  semuanya  ber ja l an ,  maka  te l ah  je l as  dan  

nyata  bahwa  Para  Tergugat  te lah  melanggar  asas  

akuntab i l i t a s  ;  - - - - - - - - - -

 

f ) Asas  kecermatan  :  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  da lam  menja lankan  

pro fes i nya  sebaga i  pe jaba t  pub l i k  seharusnya  

ber t i ndak  secara  cermat ,  te l i t i  dan  penuh  kehat i -

hat i an  seh ingga  produk  yang  dihas i l k an  berupa  

penetapan  te r t u l i s  atau  Keputusan  nant i nya  t i dak  

akan  menyengsarakan  Rakyat  se laku  warganya .  Akan  

te tap i  fak ta  yang  ada  bahwa Keputusan  Para  Tergugat  

a  quo   senyatanya  t i dak  d idasarkan  pada  hal - ha l  

te rsebu t  seh ingga  Pelaksanaan  Kegia tan  Pembangunan  

Rusunawa di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  te l ah  

menimbulkan  keresahan  di  masyaraka t  ser ta  

menimbulkan  dampak  sos ia l  karena  Rusunawa  yang  

dibangun  di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l ,  akan  

dihun i  atau  dipe run tukkan  bukan  untuk  warga  sek i t a r  

akan  te tap i  untuk  warga  urban  atau  warga  dar i  desa  

yang  mengadu nas ip  ke  kota ,  seh ingga  dengan  demik ian  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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orang- orang  yang  akan  menghuni  Rusunawa  nant i nya  

ada lah  orang- orang  yang  berpenghas i l an  rendah,  

te rbe l akang ,  berpend id i kan  rendah  bahkan  bisa  dihun i  

o leh  orang- orang  yang  t i dak  memi l i k i  peker j aan  

seh ingga  akan  mendorong  perubahan  sos ia l  seper t i  

t i ngka t  kr im ina l i t a s  meningka t ,  emosi  warga  t i dak  

stab i l ,  daya  bel i  rendah ,  t i ngka t  pengangguran  

t i ngg i ,  l i ngkungannya  kumuh,  koto r ,  jo rok .  Dengan  

kenyataan  te rsebu t  maka Keputusan  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  in  casu  d i t e r b i t k an  t i dak  didasar i  atas  stud i  

ke layakan  hunian ,  seh ingga  t i dak  cermat  dan  

menimbulkan  masalah  sos ia l ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g) Asas  kemanfaa tan  :  

Menginga t  Rusunawa  t i dak  dipe run tukkan  untuk  warga  

Dusun  Sumberan  dan  Dusun  Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o  

dan  sek i t a r nya ,  akan  te tap i  fak ta  yang  sebenarnya  

dan  senyatanya  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  Warga  

Masyaraka t  d i  sek i t a r  Pembangunan  Rusunawa  Dusun 

Sumberan  dan  Dusun  Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o  ada lah  

Kelompok  Warga  Masyaraka t  yang  t i dak  masuk  dalam 

katagor i  Kelompok  atau  kr i te r i a  sebaga i  penghun i  

Rusunawa,  seh ingga  masyaraka t  Dusun  Sumberan  dan  

Dusun  Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o  beranggapan  bahwa 

Pembangunan  Rusunawa  te rsebu t  t i dak  

menyejah te rakannya ,  pada  hal  pembangunan  

di l aksanakan  untuk  menyejah te rakan  Rakyatnya  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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12. Salah  satu  pr ins i p  hukum dan  kead i l an  yang  dianu t  

secara  unive rsa l  menyatakan  bahwa  “ t i d ak  seorang  

pun  boleh  d iun tungkan  oleh  peny impangan  dan  

pelanggaran  yang  d i l akukannya  send i r i  dan  t i dak  

seorang  pun  boleh  d i rug i kan  oleh  peny impangan  dan  

pelanggaran  yang  d i l akukan  oleh  orang  la i n ”  

(nu l l u s / nemo  commodum capere  potes t  de  in j u r i a  sua  

propr i a ) .   Maka  dengan  demik ian  te rb i t n ya  Obyek  

Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  yang  ke luarkan  

oleh  Para  Tergugat  te lah  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  dan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  sebga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  53  ayat  (2 )  huru f  (a )  dan  (b)  Undang- Undang  

Nomor  :  9 Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

undang  Nomor  5  tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  seh ingga  te rhadap  obyek  gugatan  mohon 

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  dan  kepada  Para  

Tergugat  d iwa j i b kan  untuk  mencabutnya  ser ta  PARA 

TERGUGAT dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara  ;  

13. Bahwa  pe laksanaan  sete lah  te rb i t n ya  obyek- obyek  

gugatan  ya i t u  keg ia tan  Pembangunan  Rusunawa  dalam 

paramete r  Hukum  Lingkungan  Hidup  nyata - nyata  

menimbulkan  dampak  besar  pada  l i ngkungan  h idup  

ser ta  untuk  memperkec i l  res i ko  kerug ian  yang  

dide r i t a  o leh  Para  Penggugat  yang  sangat  t i dak  

se imbang  diband ing  dengan  manfaa t  bag i  kepent i ngan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang  akan  di l i n dung i  o leh  pelaksana  Keputusan  TUN 

te rsebu t  dan  juga  da lam  pembanguan  Rusunawa  dan  

juga  menghindar i  kerug ian  besar  pada  fungs i  

l i ngkungan  hidup  ser ta  untuk  memperkec i l  res i ko  

kerug ian  yang  mungk in  harus  dip i ku l  o leh  Pengembang 

dalam  Pembangunan  Rusunawa  seh ingga  te rdapa t  

keadaan  yang  sangat  mendesak  berka i t an  dengan  sura t  

Keputusan  Para  Tergugat ,  maka  Para  Penggugat  

memohon  kepada  Yang  Mul ia  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa ,  memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha  Negara  in i  juga  menerb i t kan  Penetapan  

penundaan  pelaksanaan  dar i  obyek- obyek  gugatan  

ya i t u  proses  Pembangunan  Rusunawa  dimaksud  se lama 

proses  pemer iksaan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  

sampai  dengan  adanya  Putusan  Pengad i l an  yang  te lah  

mempero leh  kekuatan  hukum  te tap  te rhadap  gugatan  

in i  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  67  ayat  (2 )  

Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

 

14. Bahwa  untuk  menjamin  agar  Para  Terguga t  t i dak  

mengulu r - ulu r  waktu  dalam  melaksanakan  Putusan  

Pengad i l an ,  maka  kepada  Tergugat  secara  tanggung  

ren teng  harus lah  d ibebankan  upaya  paksa  berupa  

pembayaran  se jumlah  uang  paksa  sebesar  Rp.  

2.000 .000 , -  (dua  ju t a  rup iah )  set i ap  har inya  se jak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Para  Terguga t  t i dak  melaksanakan  putusan  yang  te lah  

berkekua tan  hukum te tap ,  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  116  ayat  (4 )  Undang- Undang  Nomor  :   9  Tahun  

2004  Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor  :  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ;  

Berdasarkan  alasan- alasan  Para  Penggugat  te r sebu t  d i  

atas ,  maka  kami  mohon  kepada  Yang  Mul ia  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Yogyakar t a  untuk  mener ima,  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  

dengan amar  sebaga i  ber i ku t  :  

I . DALAM  PENUNDAAN  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Mengabulkan  permohonan  Para  Penggugat  ya i t u  

penundaan  pelaksanaan  dar i  obyek- obyek  gugatan  

berupa  pelaksanaan  Pembangunan  Rumah  Susun 

Sederhana ,  d i  Dusun  Tambak,  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l ,  Prop ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  sampai  dengan  te rb i t n ya  

Putusan  Perad i l an  yang  berkekua tan  hukum te tap  atas  

perkara  in i  ;  

 

I I . DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mengabulkan  gugatan  PARA PENGGUGAT untuk  se lu ruhnya  

;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  :  

a) Sura t  Keputusan  Bupat i  Bantu l  (Terguga t  I )  

Nomor  :  143/3056  tangga l  26  Ju l i  2010  Tentang  

Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa 

Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  

Sederhana  ;  

b) Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  (Terguga t  I I )  Nomor  :  66/ I2 / 2010  

tangga l  15  November  2010  Tentang  Pember ian  Iz i n  

kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kas ihan ,  

Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  Kas  Desa  kepada 

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  Pembangunan  

Rumah Susun  Sederhana  Sewa (Terguga t  I I )  ;   

3. Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  I  untuk  mencabut  Sura t  

Keputusan  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3056  tangga l  26  

Ju l i  2010  Tentang  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  

Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah 

Susun  Sederhana  dan  Mewaj ibkan  kepada  Terguga t  I I  

untuk  mencabut   Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  66/ I2 / 2010  tangga l  15 

November  2010  Tentang  Pember ian  Iz i n  Kepada  

Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan ,  

Kabupaten  Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  Kas  Desa 

kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

4. Menghukum  Para  Tergugat  secara  tanggung  ren teng  

membayar  uang  paksa/dwangsom  sebesar  Rp.  

2.000 .000 , -  (dua  ju t a  rup iah )  set i ap  har inya  se jak  

Para  Terguga t  t i dak  melaksanakan  putusan  yang  sudah  

mempunyai  kekuatan  hukum  te tap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Menghukum  Par a Tergugat  secar a tanggung  ren teng  

untuk  membayar  se lu ruh  b iaya  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  

Pihak  Tergugat  I  mela lu i  Kuasa  Hukumnya  di  pers i dangan  

te l ah  menyampaikan  jawabannya  te r t angga l  24  Februar i  2011,  

yang  is i nya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  : - - -

A. EKSEPSI  

1. Mengenai  Subyek  Gugatan  ;  

Penggugat  adalah  masyaraka t  yang  t i dak  berkepen t i ngan  

karena  ja rak  anta ra  rumah  te rdeka t  dar i  sa lah  satu  

Penggugat  dengan  lokas i  pembangunan  Rusunawa  adalah  

kurang  leb ih  400  (empat  ra tus )  meter ,  t i dak  berba tasan  

langsung .  ;  

2.  Mengenai  Obyek  Gugatan  ;  

 Bahwa  Obyek  Gugatan  t i dak  tepa t ,  karena  Tergugat  I  

t i dak  pernah  menerb i t k an  Obyek  Gugatan  angka  1  ya i t u  

Sura t  Keputusan   Nomor  :  143/3056  tangga l  26 Ju l i  2010  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Tentang  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa  

Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  

(Rusunawa) ,  Tergugat  I  hanya  menerb i t kan  Sura t  Nomor   :  

143/3056  tangga l  26  Ju l i  2010  Hal  :  Perse tu j uan  

Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa) ,  

sebaga imana  te lah  Terguga t  I  ber i kan  kepada  Maje l i s  

Hakim  pada  saat  Sidang  Pers iapan  Kedua  har i  Kamis  

tangga l  10  Pebruar i  2011.  Oleh  karena  i t u  Terguga t  I  

berpendapat  bahwa Obyek  Gugatan  Penggugat  t i dak  tepa t ,  

Tergugat  I  s i f a t n ya  member ikan  perse tu j uan  penetapan  

lokas i  karena  te l ah  sesua i  dengan  perun tukannya ,  

sedangkan  pembangunannya  d i l aksanakan  dengan  biaya  APBN 

oleh  Kementer i an  Peker jaan  Umum.  ;  

3. Dalam  hal  mengajukan  Gugatan ,  

Penggugat  t i dak  cermat  karena  

te rdapa t  Pera tu ran  perundangan-

undangan  yang  sudah  d icabu t  dan  

dinya takan  t i dak  ber l aku ,  ya i t u  :  

- Undang- Undang  Nomor  :  23 Tahun 

1997  Tentang  Pengelo laan  

Lingkungan  Hidup  ;  

- Keputusan  Menter i  Negara  

Lingkungan  Hidup  Nomor  :  17 

Tahun  2001  Tentang  Jen is  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Rencana  Usaha  Dan/Atau  

Kegia tan  Yang Waj ib  Di lengkap i  

Dengan  Anal i s i s  Mengenai  

Dampak  Lingkungan  Hidup  ;  

4. Pada  dasarnya  proses  pembangunan  

Rusunawa  te l ah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber l aku  dan  te l ah  memenuhi  keten tuan -

keten tuan  la i n  yang  dipe r l u kan  

seper t i  i z i n  perse tu j uan  pr ins i p ,  

kesesua ian  ta ta  ruang ,  i z i n  

pengesahan  s i t e  plan ,  perse tu j uan  

penetapan  lokas i ,  sos ia l i s a s i  warga,  

i z i n  Gubernur ,  i z i n  mendi r i k an  

bangunan,  dokumen  UKL- UPL  ;  

Berdasarkan  4  (empat )  ha l  te rsebu t  menimbulkan  Gugatan  

menjad i  t i dak  je l as  oleh  karena  i t u  Tergugat  I  mohon 

kepada  Yang Terhormat  Maje l i s  Hakim Pemer iksa  Perkara  in i  

untuk  menolak  atau  set i dak - t i daknya  t i dak  dapat  mener ima  

Gugatan  Penggugat  ;  

 

B. JAWABAN TERGUGAT I  PADA ALASAN DAN DASAR -  DASAR 

PENGGUGAT  ;  

Bahwa  menanggap i  a lasan  Penggugat  maka  dapat  kami  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sampaikan  :  

a. angka  1,  pada 

dasarnya  

Tergugat  I  da lam 

menerb i t kan  

Sura t  Nomor   :  

143/3056  tangga l  

26  Ju l i  2010  Hal  

:  Perse tu j uan  

Penetapan  Lokas i  

Tanah  Kas  Desa 

Ngest i ha r j o  

untuk  

Pembangunan 

Rumah  Susun 

Sederhana  Sewa 

(Rusunawa)  sudah  

mengacu  pada 

pera tu ran  

perundang-

undangan  yang  

ber l aku ,  seper t i  

:  Pera tu ran  

Daerah  Nomor  :  

13  Tahun  2007 

Tentang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penetapan  urusan  

Pemer in tahan  

Waj ib  Dan 

Pi l i han ,  

Pera tu ran  Daerah  

Nomor  4  Tahun 

2002  Tentang  

Rencana  Tata  

Ruang  Wilayah  

Kabupaten  

Bantu l ,  

Pera tu ran  Daerah  

Nomor  :  7  Tahun 

2002  Tentang  

Iz i n  Mendi r i k an  

Bangunan.  Dengan 

adanya  iz i n  

mendi r i k an  

bangunan  

membukt i kan  

bahwa 

Pembangunan 

Rusunawa 

te rsebu t  te l ah  

mendapatkan  

perse tu j uan  

te tangga  kanan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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k i r i  ;  

b. angka  2,  bahwa  Tergugat   I  t i dak  menerb i t kan  

Sura t  Keputusan  Nomor:  143/3056  te r t angga l  26  

Ju l i  2010  Tentang  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  

Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  ;  

c. angka  3,  4,  5  dan  6,   Tergugat  I  berpendapat  

bahwa  dengan   d ibangunnya  Rumah  Susun  

Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  akan  berdampak,  

namun  dampak  te rsebu t   te l ah  dip red i ks i ,  dan  

dian t i s i p as i  da lam  Dokumen  Upaya  Pengelo laan  

Lingkungan  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  

(UKL  dan  UPL)  ;  

d. angka  7,  8,  9,  10 dan  11 ser ta  12,  Tergugat  I  

t i dak  setu ju  dan  menolak  Gugatan  Penggugat  

angka  7,  8,  9,  10,  11 dan 12 karena  :

- berdasarkan  Pasal  34  ayat  

(1 )  Undang- Undang  Nomor  :  32 

Tahun  2009  Tentang  

Per l i ndungan  dan  Pengelo laan  

Lingkungan  Hidup  mengatu r  

bahwa  set i ap  usaha  dan/a tau  

keg ia tan  yang  t i dak  te rmasuk  

dalam  kr i t e r i a  waj i b  AMDAL,  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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UKL/UPL  ;  

- berdasarkan  Pera tu ran  

Menter i  Peker j aan  Umum 

Nomor:  10/PRT/M/2008  Tentang  

Penetapan  Jen is  Rencana  

Usaha  dan/a tau  Kegia tan  

Bidang  Peker j aan  Umum Yang 

Waj ib  Di lengkap i  dengan  UKL 

dan  UPL,  untuk  jen i s  

keg ia tan  Pengembangan 

Kawasan  Permuk iman  Baru  

ada lah  dengan  Jumlah  Hunian  

pal i ng  banyak  500  uni t  rumah 

atau  luas  kawasan  pa l i ng  

luas  10  Ha  ;  

- Pera tu ran  Menter i  L ingkungan  

Hidup  Nomor  :  11  Tahun  2006 

Tentang  Jen is  Rencana  Usaha 

dan/a tau  Kegia tan  Waj ib  

Di lengkap i  dengan  AMDAL ;  

Jad i  untuk  Pembangunan  rusunawa  sebaga imana  dibangun  

di  Ngest i ha r j o ,  t i dak  dipe r l u kan  dokumen  AMDAL namun 

cukup  dengan  dokumen  UKL dan  UPL.  Tergugat  I  te l ah  

secara  nyata  sudah  melakukan  tugas  i t u  sesua i   dengan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  dan  te l ah  

memenuhi  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  baik  (good  

governance)  ;  

e. angka  13,  Tergugat  I  t i dak  setu ju  dengan  

permohonan  penetapan  penundaan  pembangunan  

rusunawa  karena  :  

- pembangunan  rusunawa te rsebu t  

sudah  sesua i  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber l aku  ;  

- menuru t  pasa l  67  ayat  (1 )  

Undang- Undang Nomor  :  5 tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  bahwa  adanya  

gugatan  t i dak  menunda  atau  

t i dak  menghalang i  

d i l aksanakannya  Keputusan  

Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  ser ta  t i ndakan  Badan 

atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  yang  diguga t .  Oleh  

karena  i t u  Terguga t  I  memohon 

kepada  Yang Terhormat  Maje l i s  

Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i  

menolak  permohonan  Penggugat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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A.   DALAM ???. .  SUKARSONO. . . . . . . .
mengenai  penetapan  penundaan  

pembangunan  rusunawa  ;  

f . angka  14,  bahwa  Terguga t  I  t i dak  setu ju  dan  

menolak  permohonan  Penggugat  mengenai  

pembayaran  se jumlah  uang  paksa  secara  tanggung  

ren teng ,  sebab  Tergugat  I  da lam  menerb i t kan  

Obyek  Gugatan  sudah  sesua i  pera tu ran -

perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

Berdasarkan  atas  hal - ha l  te r sebu t  d i  atas ,  maka kami  mohon 

kepada  Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  in i  

untuk  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

A. DALAM  EKSEPSI  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Mener ima  dan  mengabulkan  permohonan  Tergugat  I  pada  

Ekseps i .  ;  

B. DALAM  POKOK  PERKARA 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mohon  kepada  Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  

Perkara  in i  untuk  menja tuhkan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

1. Mener ima  se lu ruh  Jawaban Tergugat  I ,

2. Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya   atau  set i dak - t i daknya  

menyatakan  Gugatan   t i dak  b isa  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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di te r ima ,  ;  

3. Menyatakan  sah   Sura t  Terguga t  I  

Nomor   :  143/3056 ,  te r t angga l  26 

Ju l i  2010,  Hal  :  Perse tu j uan  

Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa 

Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah 

Susun  Sederhana  Sewa (Rusunawa) ,  dan  

4. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  

biaya  perkara  in i  ;  

C. SUBSIDAIR 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Apabi l a  Yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim  Pemer iksa  Perkara  

in i  berpendapat  la i n  dengan  Jawaban  Tergugat  I ,  mohon 

dipu tus  sead i l - ad i l nya  ;  

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te r sebu t ,  

Pihak  Tergugat  I I  mela lu i  Kuasa  Hukumnya  d i  pers i dangan  

te l ah  menyampaikan  jawabannya  te r t angga l  24  Februar i  2011,  

yang  is i nya  ada lah  sebaga i  ber i ku t  : - - -

I . DALAM 

EKSEPSI: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1. Tentang  Subyek  dalam  gugatan  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Di dal am ?????. .  SUKARSONO. . . . . . . .

Undang??????.

Bahwa  dida lam  i lmu  hukum dikena l  adanya  asas  ius  

stand / l ega l  stand ing  khususnya  dalam  hukum 

l i ngkungan  yang  dia r t i k an  sebaga i  kua l i t a s  atau  hak  

berperka ra  ke  pengad i l an  mengatasnamakan  kepent i ngan  

l i ngkungan  ;    

  

Dida lam  Pasa l  92  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  :  32 

Tahun  2009  Tentang  Per l i ndungan  Dan  Penge lo laan  

Lingkungan  Hidup,  d isebu tkan  bahwa  hak  te rsebu t  

d ibe r i kan  kepada  organ isas i  l i ngkungan  yang  memenuhi  

kua l i f i k a s i  sebaga i  ber i ku t  :  

a. berben tuk  badan  hukum  ;  

b. menegaskan  d i  da lam  anggaran  dasarnya  bahwa 

organ isas i  te rsebu t  d id i r i k an  untuk  kepent i ngan  

peles ta r i a n  fungs i  l i ngkungan  h idup ;  dan  

c. te l ah  melaksanakan  keg ia tan  nyata  sesua i  dengan  

anggaran  dasarnya  pal i ng  s ingka t  2 (dua)  tahun  ;  

Dar i  keten tuan  te rsebu t  apab i l a  Badan  atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara  mengeluarkan  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dapat  merug ikan  kepent i ngan  

l i ngkungan  maka organ isas i  l i ngkungan  yang  memenuhi  

kua l i f i k a s i  sebaga imana  yang  disebu ta  dalam Pasa l  92  

ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  :  32 Tahun 2009 Tentang  

Per l i ndungan  Dan Pengelo laan  Lingkungan  Hidup,  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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memi l i k i  kua l i t a s  atau  hak  menggugat  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t  ke  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara .  Memang  dida lam  Undang  Undang 

Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  Undang- Undang 

Nomor  :  9  Tahun  2004 ,  t i dak  mengatu r  ha l  te rsebu t  

namun  Undang- Undang  Nomor  :  32  Tahun  2009  Tentang  

Per l i ndungan  Dan  Pengelo laan  L ingkungan  Hidup  

merupakan  lex  spec ia l i s  dar i  Undang Undang Nomor  :  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  Undang- Undang  

Nomor  :  9  Tahun  2004  yang  merupakan  lex  genera l i s -

nya  dalam hukum k i t a  ber laku  lex  spec ia l i s  deroga t  

lex  genera l i s . - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian  j i k a  k i t a  cermat i  dar i  gugatan  

penggugat  yang  mendasarkan  gugatannya  dengan  sa lah  

satu  alasan  bahwa Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te l ah  

menimbulkan  dampak besar  bag i  l i ngkungan  hidup  (v ide  

gugatan  sengketa  Tata  Usaha Negara  Penggugat  po in  ke  

13  halaman  13)  adalah  sa lah  subyek ,  karena  para  

Penggugat  te rsebu t  bukan lah  subyek  yang  memi l i k i  

kua l i t a s  sebaga imana  kua l i f i k a s i  Penggugat  yang  

dia tu r  dalam  Pasa l  92  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  

32  Tahun  2009  Tentang  Per l i ndungan  Dan Penge lo l aan  

Lingkungan  Hidup,  o leh  karenanya  gugatan  te rsebu t  

harus lah  di t o l a k .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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Ngest i har dj o- - - - -

2. Tentang  Obyek  dalam  gugatan  ;  

a. Bahwa  Sura t  Keputusan  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  

143/3056  tangga l  26 Ju l i  2010 ten tang  Perse tu j uan  

Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha rd j o  

Untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(Rusunawa)  bukan  merupakan  kewenangan  Terguga t  

I I .  - - -

b. Bahwa  Terguga t  I I  te l ah  tepa t  dan  benar  da lam 

penerb i t an  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Nomor:  66/ IZ /2010  ten tang  Pember ian  

Iz i n  Kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i hard jo ,  

Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l  untuk  

menyewakan  Tanah  Kas  Desa  Kepada  Pemer in tah  

Kabupaten  Bantu l  Untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  

Sederhana  Sewa  (RUSUNAWA),  karena  penerb i t annya  

te l ah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Perundang- undangan  

yang  ber laku .  

c . Bahwa  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  ten tang  pember ian  Iz i n  yang  di tu j u kan  

kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha rd j o ,  Kecamatan  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  

Kas Desa kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  

Pembangunan  Rumah Susun Sederhana  Sewa (Rusunawa)  

ada lah  Nomor  :  66/ IZ /2010 ,  sedangkan  yang  menjad i  

obyek  Gugatan  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  66/ I2 / 2010 ,  seh ingga  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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45

obyek  yang  diguga t  da lam  sengke ta  in i  t i dak  

pernah  d ikena l  o leh  Tergugat  I I ,  o leh  karenanya  

gugatan  in i  harus lah  harus lah  dinya takan  

di to l ak  ;  

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  d i  atas ,  sangat l ah  layak  dan  

bera lasan  secara  hukum apab i l a  gugatan  Penggugat  d i t o l a k  

atau  set i dak - t i daknya  t i dak  di te r ima  (  Nie t  Onvanke l i j k  

Verk laa rd  )  ;  

I I . DALAM  POKOK  PERKARA: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bahwa Tergugat  I I  menolak  dengan  tegas  dal i l - da l i l  

yang  dia jukan  oleh  penggugat  ;  

2. Bahwa  Terguga t  d ida lam  menerb i t kan  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  

66/ IZ /2010  ten tang  Pember ian  Iz i n  kepada  Pemer in tah  

Desa  Ngest i ha rd j o ,  Kecamatan  Kasihan ,  Kabupaten  

Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  Kas  Desa  kepada  

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  Pembangunan  Rumah 

Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa) ,  d idasarkan  pada  

Pera tu ran  Daerah  Prov ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  

Nomor  :  5  Tahun  1985  ten tang  Sumber  Pendapatan  dan  

Kekayaan  Desa,  Pengurusan  dan  Pengawasannya  Jo  

Pera tu ran  Daerah  Prov ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  

Nomor  :  9  Tahun  2001  dan  Pera tu ran  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  11  Tahun  2008  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pengelo laan  Tanah  Kas  Desa  di  Prov ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta ,  pada  Pasa l  7  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  ;  

3. Bahwa  pember ian  iz i n  yang  dibe r i k an  kepada  

Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kasihan ,  

Kabupaten  Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  Kas  Desa 

kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  Pembangunan  

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa) ,  dengan  

mempert imbangkan  Rencana  Tata  Ruang Wi layah  Prov ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta ,  Sura t  dar i  Dinas  

Peker j aan  Umum Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  650/410b  

te r t angga l  29  Maret  2010  bahwa  pembangunan  Rumah 

Susun Sederhana  Sewa (Rusunawa)  te lah  dengan  Rencana  

Deta i l  Tata  Ruang  Kawasan  Kecamatan  Kasihan  dan  

Rencana  Tata  Ruang  Wi layah  Kabupaten  Bantu l .  

Penggunaan  Tanah  Kas  Desa  te rsebu t  juga  te lah  

mendapat  perse tu j uan  dar i  Badan  Perwak i l an  Desa 

Ngest i ha r j o  dan  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kecamatan  Kas ihan  yang  di tuangkan  dalam  Pera tu ran  

Desa Ngest i ha r j o  Nomor  :  07 Tahun 2010 te r t angga l  18  

Jun i  2010  ten tang  Sewa Menyewa Tanah  Kas Desa untuk  

Pembangunan  Rusunawa  ;  

4. Bahwa  te rhadap  da l i l  penggugat  pada  po in  4  dan  6 

dengan   dibangunnya  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(Rusunawa)  akan  berdampak  negat i f  dan semuanya  te l ah  

dip red i k s i ,  dan  dian t i s i p as i  da lam  Dokumen  Upaya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Pengelo laan  Lingkungan  dan  Upaya  Pemantauan  

Lingkungan  (UKL  dan  UPL)  

5. Bahwa  untuk  jawaban  te rhadap  dal i l  penggugat  pada  

poin  5  bukan  merupakan  kewenangan  Tergugat  I I  ;  

6. Bahwa te rhadap  da l i l  penggugat  pada  poin  7  sampai  

dengan  12 bahwa penerb i t an  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor:  66/ IZ /2010  ten tang  

Pember ian  Iz i n  kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha rd j o ,  

Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l  untuk  menyewakan  

Tanah  Kas  Desa  kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  

untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(Rusunawa) ,  harus  didahu lu i  dengan  stud i  Anal i s i s  

Mengenai  Dampak  Lingkungan   (AMDAL)   ada lah  t i dak  

benar  karena  mengena i  pemanfaa tan  dan  penge lo l aan  

Tanah  Kas  Desa  didasarkan  Pasal  16  Pera tu ran  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  :  11 Tahun  

2008  ten tang  Pengelo laan  Tanah  Kas Desa d i  Prov ins i  

Daerah  Is t imewa Yogyakar ta .

7. Bahwa  untuk  jawaban  te rhadap  dal i l  penggugat  pada  

poin  13 bukan  merupakan  kewenangan  Tergugat  I I  ;  

Bahwa  berdasarkan  fak ta - fak ta  hukum  te rsebu t  d i  atas  

Tergugat  I I ,  mohon kepada  yang  Terhormat  Maje l i s  Hakim 

yang  memer iksa  perkara  in i ,  atas  nama hukum,  kebenaran  

dan  kead i l an  k i ranya  berkenan  menja tuhkan  putusan  da lam 

perkara  in i  sebaga i  ber i ku t  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.  Menyat akan ??.DALAM  EKSEPSI  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  Ekseps i  Tergugat  I I  untuk  se lu ruhnya  ;  

2. Meno lak  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ,  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  t i dak  dapat  d i te r ima  

(N ie t  Ontvanke l i j k  Verk laa rd )  ;  

DALAM  POKOK  PERKARA  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Mener ima  Jawaban Terguga t  I I  se lu ruhnya  ;  

2. Meno lak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ,  atau  

set i dak - t i daknya  menyatakan  t i dak  dapat  d i te r ima  (  

Nie t  Ontvanke l i j k  Verk laa rd  )  ;  

3. Menyatakan  dan  menetapkan  menuru t  hukum  bahwa 

sega la  t i ndakan  Tergugat  te rka i t  Keputusan  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  :  

66/ IZ /2010  ten tang  Pember ian  Iz i n  kepada  

Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan ,  

Kabupaten  Bantu l  untuk  menyewakan  Tanah  Kas  Desa 

kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  

Pembangunan  Rumah Susun Sederhana  Sewa (Rusunawa) ,  

te r t angga l  15  November  2010  ada lah  sah  dan  benar  

menuru t  hukum  ;  

4. Menghukum  pengugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  sebaga i  ak iba t  dar i  gugatannya  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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SUBSIDAIR:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Apabi l a  Yang  Mul ia  Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n  

mohon  putusan  yang  sead i l - ad i l nya  ;  

Menimbang,  bahwa atas  jawaban  Tergugat  I  dan  Terguga t  

I I ,  p ihak  Para  Penggugat  te lah  menyampaikan  Repl i knya  

te r t angga l  3  Februar i  2011  yang  pada  pokoknya  te tap  pada  

dal i l - da l i l  

gugatannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  atas  Repl i k  p ihak  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te l ah  menyampaikan  

Dupl i knya  te r t angga l  10 Maret  2011 yang  pada pokoknya  te tap  

pada  dal i l - da l i l  jawabannya ,  Repl i k  dan  Dupl i k  te rsebu t  

untuk  s ingka tnya  sebaga imana  te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya  pihak  Para  Penggugat   te lah  mengajukan   bukt i -

bukt i   te r t u l i s   berupa   fo to  copy  yang  te l ah  d i l ega l i s i r  

dan  bermete ra i   cukup  dan  dipe rs i dangan  te l ah  disesua i kan  

dengan  as l i nya  dan/a tau  fo to  copy  as l i nya  seh ingga  memenuhi  

syara t  sebaga i  bukt i  sura t ,  bukt i  sura t  te rsebu t  o leh  

Penggugat  te l ah  dibe r i  tanda  P –  1  sampai  dengan  P –  27,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sebaga i  ber i ku t :   

1. P  -   1 :

Foto  copy  Sura t  Mohon  In fo rmas i  landasan  

hukum/Sura t  Keputusan  pembangunan  Rusunawa 

Sumberan  Tambak,  tangga l  20  Desember  2010  dar i  

Budi  Bramantyo ,  kepada  Bupat i  Bantu l /Te rguga t  I  

;  

2. P –  2 :  

Foto  copy  tanda  te r ima  pengi r iman  Sura t  Nomor  :  

648/10075 ,  te r t angga l  20  Desember  2010  dar i  

Budi  Bramantyo  (P- 1)  yang  di te r ima  oleh  

I r i y an t o  sta f  TU  Bagian  Umum kanto r  Bupat i  

Bantu l   ;  

3. P  -   3 :

Foto  copy  Sura t  Nomor  :  648/5547  te r t angga l  27  

Desember  2010,  per iha l  jawaban  Sura t  P  –  1,  

dar i  Sekre ta r i a t  Daerah  Kabupaten  Bantu l  yang  

dibua t  dan  di tanda tangan i  o leh  Sekre ta r i s  

Daerah  Kabupaten  Bantu l  Drs .  Gendut  Sudar to ,  

Kd,  Bsc,  MMA  ;  

4. P  -   4 :  

Foto  copy  Memorandum Of  Agreement  (MOA)  anta ra  

Budi  Yuwono  se laku  Di rek tu r  Jendera l  Cip ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Karya- kemente r i an  Peker j aan  Umum sebaga i  Pihak  

Kesatu ,  I r .  Rani  Sjamsinars i ,  MT se laku  a/n  

Gubernur  Kepala  Dinas  PUP-ESDM Prop ins i  D. I .  

Yogyakar t a  sebaga i  Pihak  Kedua,  dan  Drs .  Idham 

Samawi  se laku  Bupat i  Bantu l  sebaga i  Pihak  

Ket iga  te r t angga l  11  Maret  2010,  per i ha l  

penye lenggaraan   bantuan  pembangunan  Rumah 

Susun  Sederhana  Sewa  ;  

5. P  -   5 :

Foto  copy  Sura t  Nomor  :  143/3056  te r t angga l  26 

Ju l i  2010  per iha l  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  

Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  pembangunan  

Rumah  susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  dar i  

Bupat i  Bantu l  (Terguga t  I )  kepada  I r .  Heru  

Suhadi ,  MT  kapada  Dinas  Peker j aan  Umum 

Kabupaten  Bantu l ,  d i t e rb i t k an  pada  tangga l  26  

Ju l i  2010  oleh  Drs .  Idham Samawi  se laku  Bupat i  

Bantu l  ;  

6. P  -   6 :

Foto  copy  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  (Terguga t  I I )  Nomor  :  

66/ IZ /2010  te r t angga l         15  Nopember  2010  

per i ha l  Pember ian  i j i n  kepada  Pemer in tah  Desa 

Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan  Kabupaten  Bantu l  

untuk  menyewakan  tanah  kas  desa  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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10. P  -   10 ??.

Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  untuk  pembengunan  

Rumah  Susun  Sederhana  sewa  (Rusunawa)  yang  

dibe r i k an  kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kecamatan  Kas ihan  Kabupaten  Bantu l  ;  

7. P  -   7 :  

Foto  copy  Sura t  dar i  I r .  Jacobus  B.  Wiryawan  

tangga l               17 September  2010  per i ha l  

kebera tan  atas  pembangunan  rusunawa  kepada  

Kepala  Dinas  Peker j aan  Umum Kabupaten  Bantu l  ;  

8. P –  8 :  

Foto  copy  Sura t  dar i  Ketua  Paguyuban  Warga  

Ti r t a sa r i  Nomor  :  25/E /TR/ IX /10  tangga l  30  

September  2010  per i ha l  pembangunan  Rusunawa di  

ja l an  Tambak,  kepada  Kepala  Dinas  Peker j aan  

Umum Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  ;  

9. P –  9 :  

Foto  copy  Sura t  kebera tan  warga  perumahan  

Pondok  Permai  tangga l  8  Oktober  2010  per iha l  

pember i t ahuan  pengka j i an  u lang  lokas i  

pembangunan  Rusunawa  di  Dusun  Tambak,  dar i  

Boedhi  Santoso  yang  di tu j ukan  kepada  Bupat i  

Bantu l  pada  tangga l  28  Oktober  2010  ;  

10. P   -   10

:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

53

Foto  copy  Sura t  dar i  Miranda  Wibowo tangga l  13  

Oktober  2010  per iha l  kebera tan  atas  penetapan  

lokas i  pembangunan  Rusunawa,  yang  di tu j u kan  

kepada  Kepala  Dinas  Peker j aan  Umum Kabupaten  

Bantu l  ;  

11. P –  11 :  

Foto  copy  Sura t  dar i  Hj .  Raehana  Fat imah  

tangga l                    16  Oktober  2010  

per i ha l  kebera tan  te rhadap  pembangunan  

Rusunawa,  yang  di t u j u kan  kepada  Dinas  Pemukiman 

dan  Prasarana  Wilayah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  ;  - - - - - - -

12. P -  12 : Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  Perumahan  Green  Garden  sebanyak  89  KK 

yang  menolak  pembangunan  Rusunawa  di  Dusun  

Tambak  ;  

13. P –  13 :

Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  perumahan  Taman  Gr iya  Indah  I  dan  VI  

RT.03  sebanyak  74  KK yang  menolak   pembangunan  

Rusunawa  di  Dusun  Tambak  ;  

14. P –  14 :

Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  perumahan  Gr iya  Indah  IV ,  V  dan  VI  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

18. P –  18 ??. .
sebanyak  57  KK  yang  menolak  pembangunan  

Rusunawa  di  dusun  Tambak  ;  

15. P – 15 : Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  Perumahan  Pondok  Permai  I  sebanyak  16  KK 

yang  menolak  pembangunan  Rusunawa  di  Dusun  

Tambak  ;  

16. P -  16 :  Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  Perumahan Pondok  Permai  I I  sebanyak  10 KK 

yang  menolak  pembangunan  Rusunawa  di  Dusun  

Tambak  ;  

17. P -  17 : Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  Pedukuhan  I  Tambak  sebanyak  108  KK yang  

menolak  pembangunan  Rusunawa di  Dusun Tambak ;  

18. P –  18 :  

Foto  copy  daf ta r  tanda  tangan  kebera tan  dar i  

warga  Perumahan  Ti r t asan i  sebanyak  100  KK yang  

menolak  pembangunan  Rusunawa di  dusun  Tambak ;  

19. P –  19 :

Foto  copy  gambar  Block  Plan  Proyek  Pembangunan  

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  

Proto t ype - 24  TA  2010  di  Dusun  Tambak  Desa 

Ngest i ha r j o ,  dar i  Kementr i an  peker j aan  Umum – 

Di t j en  Cip ta  Karya  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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Peker j aan?????

23. P – 23:  Fot o copy Sur at  Nomor  :  005/ 1129 t er t anggal                          20   Sept ember   2010   per i hal    undangan   dar i   Kepal a     Di nas

55

20. P – 20 : Foto  copy  Sura t  dar i  Bukt i  Ter ima  dar i  I r .  

Jacobus  B.  Wiryawan  te r t angga l  03  Maret  2011  

dar i  kepada  Kont rak to r  PT.  Pulau  Mas  Utama 

dengan  tembusan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

(PTUN)  Yogyakar t a  ;  

21. P  -  21 :

Foto  copy  gambar  denah  s i t uas i  d i  Ni t i p r a j an  

sebaga i  lokas i  a l te rna t i f  pembangunan  Rusunawa 

yang  dipe ro leh  dar i             I r .  Joko  

Wuryanto  sta f  PUP-ESDM Prop ins i  DIY  dibe r i k an  

kepada  I r .  Yacobus  B.  Wiryawan  (anggo ta  Forum 

Suntak )  da lam rapa t  per temuan  anta ra  Dinas  PUP-

ESDM Prop ins i ,  Pejaba t  Pemer in tah  Kabupaten  

Bantu l ,  Sekre ta r i s  Daerah  Bantu l ,  dan  

perwak i l an  warga  yang  menamakan  di r i  Forum 

Komunikas i  Warga  Sumberan  Tambak (Forum Suntak)  

(Sura t  Asl i  ada   pada  T  –  I )  ;  

22. P – 22 :  

Foto  copy  Sura t  dar i  Maskun  Sopian  tangga l  30 

Desember  2010  kepada  Ketua  Forum Suntak  per iha l  

Foto  Copy  Sura t  MOA,  Sura t  Bupat i  Bantu l  

Nomor  :  143/3056  tangga l  26 Ju l i  2010  dan  Sura t  

Keputusan  Gubernur  DIY  Nomor  :  66/ IZ /2010  

tangga l              15  Nopember  2010  yang  

dipe ro l eh  dar i  menghadap  langsung  ke  Dinas  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Peker j aan  Umum  Kabupaten  Bantu l  ;  

 Peker j aan  Umum  Kabupaten  Bantu l  yang  

di tanda tangan i  o leh  IR.  Heru  Suhadi ,  MT yang  

di tu j ukan  kepada  Ketua  Lingkungan  Gr iya  Indah  

IV ,  V  dan  VI  ;  

24. P -  24 : Foto  copy  Sura t  dar i  Budi  Bramantyo  te r t angga l  

24  September  2010  per iha l  laporan  has i l  

per temuan  dengan  Dinas  Peker jaan  Umum di l okas i  

pembangunan  Rusunawa  berdasarkan  undangan  

tangga l  20  September  2010,  yang  di tu j ukan  

kepada  Bapak  I r .  RM.H.  Gembong  Danuningra t  

se laku  coord ina to r  Forum  Suntak  ;  

25. P – 25 : Foto  copy  Sura t  dar i  Widyo  Martono  te r t angga l  

26  September  2010  per iha l  Undangan  Acara  

Sos ia l i s a s i  Rusunawa,  yang  di tu j u kan  kepada  

Bapak  I r .  RM.H.  Gembong  Danuningra t  se laku  

coord ina to r  Forum Sumtak  d i  Gr iya  Indah  Blok  B-

5/V I ;  

26. P -  26 :  

Foto  copy  Sura t  dar i  Sic ip t o  tangga l  26  

September  2010  per i ha l  has i l  per temuan  acara  

Rusunawa yang  di tu j u kan  kepada  Bapak  I r .  RM.H.  

Gembong  Danuningra t  se laku  koord ina to r  Forum 

Suntak  di  Gr iya  Indah  RT.  03   B- 5/V I  ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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1. T I  -  1. . . . . . . . . . . . . . .
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27. P – 27 : Foto  copy  Sura t  dar i  Sih  Mirmo  Ri tad i  Harya  

tangga l                 29  September  2010  

per i ha l  Acara  Sosia l i s as i  Rusunawa  di tu j u kan  

kepada  Pak Gembong Ketua  Forum Suntak  ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  p ihak  Terguga t  I  te lah  mengajukan   bukt i - bukt i  

te r t u l i s   berupa   fo to  copy   yang  te lah  di l ega l i s i r  dan  

bermete ra i   cukup  dan  dipe rs i dangan  te l ah  d isesua i kan  

dengan  as l i nya  dan/a tau  fo to  copy  as l i nya  seh ingga  memenuhi  

syara t  sebaga i  bukt i  sura t ,  bukt i  sura t  te rsebu t  o leh  

Tergugat  I  te l ah   d ibe r i  tanda  T I  -  1 sampai  dengan  T I  -  

15,  sebaga i  ber i ku t :

1. T  I  -  1  

:

Foto  copy  Sura t   Nomor  :  143/3256  tangga l   26  

Ju l i  2010,  per iha l  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  

Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  yang  

di te rb i t k an  oleh  Bupat i  Bantu l  ;

2. T I  – 2 :

Foto  copy  Pera tu ran  Menter i  Peker j aan  Umum 

Nomor  :  10/PRT/M/2008  tangga l  1  Ju l i 2008 ,  

ten tang  Penetapan  Jen is  Rencana  Usaha  dan/a tau  

Kegia tan  Bidang  Peker j aan  Umum Yang  Waj ib  

Di lengkap i  Dengan  Upaya  Pengelo laan  Lingkungan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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Hidup  dan Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup  ;  

3. T I  – 3 :

Foto  copy  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Daerah  

Tingka t  I I  Bantu l  Nomor  ;  10 Tahun  1993  ten tang  

Rencana Deta i l  Tata  Ruang Kota  Kas ihan  ;  

4. T I  – 4 :

Foto  copy  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  Bantu l  

Nomor  :  4 Tahun  2002  Tentang  Rencana  Tata  Ruang 

Wilayah  Kabupaten  Bantu l  ;

5. T  I  -  5  

:

Foto  copy  Sura t  Pera tu ran  Daerah  Kabupaten  

Bantu l  Nomor  :    13  Tahun  2007  ten tang  

Penetapan  Urusan  Pemer in tah  Waj ib  Dan  Pi l i han  

Kabupaten  Bantu l  ;

6. T I  – 6 :

Foto  copy  Sura t  Keputusan  Bersama Menter i  Dalam 

Neger i ,  Menter i  Peker j aann  Umum  dan  Menter i  

Perumahan  Rakyat ,  Nomor  :  648- 384  tahun  1992,  

Nomor  739/KPTS/1992  ,  Nomor:  09/KPTS/1992  

ten tang  Pedoman  Pembangunan  Perumahan  Dan 

Pemukiman  Dengan  L ingkungan  Hunian  yang  

Ber imbang  ;  

7. T I  – 7 :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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9.  T I  – 9 . ????

Peker j aan Umum Kabupat en Bant ul ;
59

Foto  copy  Sura t  Nomor  648/1009  per iha l  

Perse tu j uan   Pr ins i p ,  tangga l  23  Maret  2010  

yang  di te rb i t k an  o leh  Bupat i  Bantu l  ;  

8. T I  – 8 :

Foto  copy  Sura t  Nomor  :  650/410b  per iha l  

Kesesua ian  Tata   Ruang,   tangga l   29   Maret  

2010   yang   d i t e r b i t k an   o leh   Dinas  

9. T I  – 9 :

Foto  copy  Sura t  Nomor  :  143/92 ,  tangga l  7  Mei  

2010  mengenai  Sura t  Pernya taan  Kere laan  Tanah  

Kas  Desa  untuk  Pembangunan  Rusunawa  yang  

di te rb i t k an  oleh  Pemer in tah  Desa Ngest i ha r j o ;  

10. T  I  –  10

:

Foto  copy  Sura t  Nomor  :  39/KPTS/DC/2010  tan tang  

Penetapan  Lokas i  Pembangunan  Rusunawa  Tahun  

Anggaran  2010- 2011,  tangga l    1  Ju l i  2010  yang  

di te rb i t k an  o leh  Di r j en  Cip ta  Karya ,  

Kementer i an  Peker j aan  Umum; 

11. T  I  –  11

:

Foto  copy  Sura t  dar i  Kepala  Badan  Lingkungan  

Hidup  Nomor  ;  660/361  yang  di tu j ukan  kepada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Kepala  Dinas  Per i j i n an  Kabupaten  Bantu l  

per i ha l   Keterangan  Dalam  Proses ,  tangga l  9 

Agustus  2010  yang  di tu j u kan  kepada  Kepala  Dinas  

Per i j i n an  Kabupaten  Bantu l  ;  

12. T  I  –  12

:

Foto  copy  dar i  fo to  Papan  Pengumuman  akan  

dibangun  Rusunawa ;  

13. T  I  –  13

:

Foto  copy  Notu len  Sosia l i s a s i  Pembangunan  

Rusunawa  di  Desa  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  

dan  daf ta r  had i r  Sos ia l i s a s i  Pembangunan  

Rusunawa I I  d i  Desa Ngest i ha r j o ,  Kasihan  Bantu l  

tangga l  23 September  2010 ;  

14. T  I  –  14

:

Foto  copy  Lembar  Rekomendas i  Dokumen  UKL- UPL 

dar i  Badan  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Bantu l  

Nomor  :  660/20 /BA/BLH/X/2010  tangga l  30 

Nopember  2010 ;  

15. T  I  –  15

:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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Foto  copy  Sura t  dar i  Dinas  Per i j i n an  Kabupaten  

Bantu l  Nomor  :  640/DP/1523 /X I I / 2 010 ,  mengenai  

Iz i n  Mendi r i k an  Bangunan,  Tangga l  23  Desember  

2010 ;  

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

bantahannya ,  p ihak  Terguga t  I I  te l ah  mengajukan   bukt i -

bukt i   te r t u l i s   berupa   fo to  copy   yang  te lah  di l ega l i s i r  

dan  bermete ra i   cukup  dan  dipe rs i dangan  te l ah  disesua i kan  

dengan  as l i nya  dan/a tau  fo to  copy  as l i nya  seh ingga  memenuhi  

syara t  sebaga i  bukt i  sura t ,  bukt i  sura t  te rsebu t  o leh  

Tergugat  I I  te l ah   d iber i  tanda  T I I  -  1 sampai  dengan  T I I  

-  5,  sebaga i  ber i ku t :

1. T  I I  -  1  

:

Foto  copy  Sura t  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o  

Nomor  :  143/132  tangga l  21  Jun i  2010,  per iha l  

Permohonan  I j i n  Sewa- menyewa  Tanah  Kas  Desa 

Untuk  Pembangunan Rumah Susun Sederhana  sewa ;

2. T  I I  –  2

:

Foto  copy  Sura t  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3067  

tangga l          26  Ju l i  2010,  per iha l  

Permohonan  I j i n  Penggunaan  Tanah  Kas  Desa 
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Ngest i ha r j o  untuk  Did i r i k an  Bangunan  Rumah 

Susun sederhana  Sewa (RUSUNAWA) ;

3. T  I I  –  3

:

Foto  copy  Sura t  Ketua  Badan  Permusyawara tan  

Desa,  Desa  Ngest i ha r j o ,  per iha l  Perse tu j uan  

Raperdes  Sewa- menyewa  Tanah  Kas  Desa  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(RUSUNAWA) ;  

4. T  I I  –  4

:

Foto  copy  Keputusan  Badan  Permusyawara tan  Desa,  

Desa  Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  Kas ihan ,  Kabupaten  

Bantu l  Nomor  :  07  Tahun  2010  tangga l  17  Jun i  

2010,  per iha l  Perse tu j uan  Rencana  Pera tu ran  

Desa  ten tang  Sewa- menyewa Tanah  Kas  Desa  untuk  

Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(RUSUNAWA) ;

5. T  I I  –  5

:

Foto  copy  Pera tu ran  Desa,  Desa  Ngest i ha r j o  

Kecamatan  Kasihan ,  Kabupaten  Bantu l  Nomor  :  07 

Tahun 2010 tangga l18  Jun i  2010,  
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Rumah Susun sederhana  Sewa (RUSUNAWA) ;  

Menimbang,  bahwa  d i  samping  bukt i  sura t  te rsebu t ,  

Kuasa Para  Penggugat  di  pers idangan  te lah  pu la  mengajukan  4  

orang  saks i  dan 1 orang   ah l i ,  ya i t u  :  

1. I r .  AGUNG BRI  TAMTONO, 

…………………

Tangga l  lah i r  :  14 

Februar i  1961,  Lak i - lak i ,  

Berkewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  

Swasta ,  Agama  Is l am,  

ber tempat  t i ngga l  d i  

Perumahan  Taman  Gr iya  

Indah  I  RT 03 Sumberan  I I  

Nomor:  7  Kasihan ,  Bantu l  

55182 Yogyakar ta ;  

2. BOEDI  SANTOSO, 

…………………………….

Tangga l  lah i r  :  12  Mei  

1953,    Lak i - lak i ,  

Berkewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  

Swasta ,  Agama  Is l am,  

ber tempat  t i ngga l  d i  

Pondok  Permai  I  A 

Disclaimer
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Peker j aan??????.

Ber kewar ganegar aan     I ndonesi a,

Ngest i ha r j o  Kasihan ,  

Bantu l ,  Yogyakar t a ;  

3. I r .  JACOBUS  BUDI 

WIRYAWAN,    …………

Tangga l  lah i r  :  15  Ju l i  

1951,    Lak i - lak i ,  

Berkewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  

Ars i t e k ,  Agama  Kr i s t en  

ber tempat   t i ngga l   d i  

Ja lan   Tambak Nomor  :  306  

Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kas ihan ,  Bantu l ,  

Yogyakar t a  ;  

4. I r . GEMBONG  PRIYATMO 

ARBYATONO, Tempat  

tangga l  lah i r  :  Solo ,  

25  Februar i  1958,  Lak i -

lak i ,   Peker j aan  Swasta ,  

Agama  Is l am,  ber tempat  

t i ngga l  d i  ja l an  Sugeng 

Jeron i  Nomor  ;  18  RT.  

026,  RW. 006,  Yogyakar ta ,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5. Prof .  DR.  MUCHSAN,  S.H.  

………………..

Disclaimer
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Tempat  tangga l  lah i r  :  

Pemalang ,  24  Agustus  

1942,  Lak i - lak i ,  

Berkewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  guru  

besar  Unive rs i t a s  Gajah  

Mada  Yogyakar ta ,  Agama 

Is l am,  ber tempat  t i ngga l  

d i  Suryod in i ng ra tan  Mj  

I I / 802   Yogyakar t a ,  

Masing- masing  te l ah  member i kan  kete rangan  di  bawah 

sumpah yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

1. Keterangan Saksi  I r .  Agung Bri  Tamtono ;  

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Para  Pihak   dan  t i dak  

mempunyai   hubungan  ke lua rga  dengannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  te r ka i t  dengan  perkara  in i  

karena  adanya  pembangunan  Rusunawa  yang  dibangun  d i  

ja l an  Tambak  Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  

Bantu l  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  obyek  gugatan  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  d iundang  dalam  per temuan  pembangunan  

Disclaimer
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Bahwa . . . . . . . . . .

Rusunawa  pada  tangga l  23  September  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa saks i  t i dak  menghad i r i  undangan  pada  tangga l  23  

September  2010 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  saks i  d i  Desa  Sumberan  sebaga i  pengurus  

RT ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  sebaga i  pengurus  RT Sumberan  t i dak  ada  

undangan  untuk  pembangunan  

Rusunawa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa dar i  warga  masyaraka t  dengan  adanya  pembangunan  

Rusunawa  sangat  

kebera tan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  kebera tan  da lam pembangunan  Rusunawa ada 7 

komplek  

perumahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pada  waktu  menghadap  ke  Pemer in tah  

Kabupaten  Bantu l  yang  menemui  adalah  Bapak  Sekda  

send i r i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  has i l  kesepakatan  dalam  per temuan  te rsebu t  

hanya  secara  l i s an  dan  belum  ada  t i t i k  temu  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- Bahwa  saks i  menyampaikan  ke luhan  pada  tangga l  14  

Desember  2010 ;

- Bahwa  saks i  send i r i  yang  menyampaikan  kebera tan  ke  

Anggota  Dewan ;

- Bahwa  yang  akan  mengadakan  per temuan  di  Komis i  

C ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pada  waktu  diadakan  sos ia l i s a s i  

pembangunan  Rusunawa 

diundang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pada  waktu  diundang  dalam  rangka  

sos ia l i s a s i  pembangunan  Rusunawa juga  diundang  te tap i  

t i dak  datang  ; - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mendatanga i  per temuan  undangan  pada  

tangga l              12  Desember  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pernah  mendatang i  Komis i  C  Kabupaten  

Bantu l  ; - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pada  waktu  saks i  datang  di  Komis i  C  yang  

menemui  adalah  Bapak  Agus  sebaga i  pengurus  

PKS ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa pada  waktu  saks i  mengajukan  masalah  pembangunan  

Rusunawa  t i dak  ada  tanggapan  dar i  Bapak  

Agus ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  datang  di  Kabupaten  Bantu l  hanya  

seka l i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- Bahwa  sepengetahuan  saks i  per temuan  ada  6  sampai  

dengan 7 ka l i  ; - -

- Bahwa  dampak  pembangunan  Rusunawa  adalah  akan  

menimbulkan  kerawanan  dampak 

l i ngkungan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa saks i  pada  per temuan  tangga l  23  September  2010  

t i dak  hadi r  ; -

- Bahwa saks i  mel iha t  papan  nama yang  di tun j ukan  pada  

bukt i  TI  – 12 ; -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  ten tang  pembangunan  rusunawa 

te rsebu t  ; - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  bahwa warga  masyaraka t  sanggup  

membiaya i  pemindahan  ke  lokas i  penggant i  pembangunan  

Rusunawa te rsebu t  ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  kesanggupan  warga  masyaraka t  

untuk  menggant i  lokas i  pembangunan  Rusunawa  secara  

l i s an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa ja rak  rumah  saks i  dengan  pembangunan  Rusunawa 

k i ra - k i ra  300 

meter  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  pernah  lewat  d i l okas i  ja l an  pembangunan  

Rusunawa ; - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  obyek  perkara  dalam 

perkara  in i  ; - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  kebera tan  dengan  adanya  Sura t  Keputusan  

Disclaimer
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obyek- obyek  gugatan  perkara  

in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  juga  kebera tan  dengan  adanya  pembangunan  

Rusunawa 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  anggaran  pembangunan  Rusunawa 

dar i  APBN;

- Bahwa  beberapa  komplek  perumahan  yang  kebera tan  

dengan  adanya  pembangunan  Rusunawa  te rsebu t  

ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Taman  Indah  

1; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Taman  Indah  

2; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Taman  Indah  

3; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Taman  Indah  

4; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Taman  Indah  

5; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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6. Pondok  Permai  1  dan 

2; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

7. Green 

Garden  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dar i  7  komplek  warga  perumahan  yang  menyatakan  

kebera tan  te rsebu t  ada  yang  dinya takan  secara  

te r t u l i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Keterangan  Saksi  BOEDI 

SANTOSO ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Para  Pihak  dan  t i dak  

mempunyai  hubungan  ke luarga  

dengannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  merasa  te rganggu  dengan  adanya  

pembangunan  Rusunawa,  maka pembangunan  te rsebu t  agar  

di t i n j a u  kembal i  ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  dibe r i  tahu  dida lam  pembangunan  

Rusunawa ; - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  diundang  saat  sos ia l i s a s i  

pembangunan  Rusunawa ; - - -

- Bahwa ja rak  Rumah saks i  dengan  pembangunan  Rusunawa 

kurang  leb ih  50 

meter  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa  saks i  menolak  dengan  adanya  pembangunan  

rusunawa ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  yang  ada  di  perumahan  Pondok  Permai  ada  28 

orang  ; - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengi r imkan  sura t  kebera tan  sek i t a r  2 

bu lan  atau  t i ga  bu lan  yang  

la l u  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  be lum pernah  membaca obyek  gugatan  da lam 

perkara  in i  ; -

- Bahwa  saks i  ber tempat  t i ngga l  d i  Pondok  Permai  

Ngest i ha r j o  Kasihan  Bantu l  akan  te tap i  KTP se lama in i  

penduduk  d i  Kota  Baru  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ber tempat  t i ngga l  d i  pondok  Permai  

mengelo la  soa l  l i s t r i k  

umum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  lokas i  Rusunawa  sebe lum 

dibangun  ada lah  tempat  pembuangan  

sampah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa saks i  t i ngga l  d i  perumahan  Pondok  Permai  sudah  

5 tahun  ; - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  d i l ua r  l i ngkungan  

perumahan  Pondok  

Permai  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa  saks i  menyatakan  kebera tan  dengan  adanya  

pembangunan  lokas i  Rusunawa  te rsebu t  karena  sete lah  

ada  pembangunan,  ja l an  jad i  macet ,  sa lu ran  ai r  

mampet ,  rawan  dan  menjad i  padat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  se lama  5  tahun  sebe lum  ada  pembangunan  sa ja  

ja l an  sedah  macet  apa lag i  sete lah  ada  pembangunan  

Rusunawa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  dengan  Pak  RT,  Pak  

Dukuh,  dan  Pak 

Lurah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  Sura t  Keputusan  obyek  

gugatan  te rsebu t ;

- Bahwa  sebaga i  ketua  paguyuban  Pondok  Permai  saks i  

mengetahu i  ada 28 orang  yang  t i ngga l  d i  Pondok  Permai  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  tanggapan  saks i  untuk  kedepan  Rusunawa  akan  

ke l i ha t an  kumuh  dan  ja l an  akan  macet  dengan  

dibangunnya  rusunawa te rsebu t  ; - - - - - - - - - - -

- Bahwa  le tak  rumah  saks i  ada lah  disebe lah  se la tan  

lokas i  pembangunan  

Rusunawa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Keterangan  saksi  I r .  JACOBUS  BUDI 

WIRYAWAN ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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-  Bahwa saks i  mgengatakan  kena l  dengan  Para  Pihak  

dan  t i dak  mempunyai  hubungan  ke lua rga  

dengannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  sebe lum  dibangun  Rusunawa  t i dak  ada  

sos ia l i s a s i  pada  warga  

masyaraka t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  dia j ak  musyawarah  sebe lum 

lokas i  i t u  

dibangun ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  bahwa  saks i  d iundang  pada  tangga l  23  september  

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  saks i  i ku t  had i r  sebaga i  waki l  dar i  

masyaraka t  pada  per temuan  yang  diadakan  oleh  Bapak  

Idam  Samawi  dan  yang  di fas i l i t a s i  o leh  Bu 

Rani  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mendapat  bukt i  P  –  21   dar i  I r .  Joko  

Wuryanto ro  sete lah  saks i  menunjukan  lokas i  ker ibu tan  

warga  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  te rnya ta  lokas i  pembangunan  Rusunawa  t i dak  

dip indahkan  ; - - - - - -

- Bahwa  pembangunan  Rusunawa  di l aksanakan  di  ja l an  

Tambak ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  i ku t  had i r  pada   waktu  per temuan  yang  

diadakan  di  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Prop ins i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  tanah  lokas i  pembangunan  

Rusunawa  te rsebu t  adalah  tanah  Kas 

Desa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  datang  dan mewaki l kan  dalam undangan  

dalam  rangka  sos ia l i s a s i  pembangunan  

Rusunawa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pernah  mengajukan  kebera tan  te rhadap  

pelaksanaan  pembangunan  Rusunawa  sebe lum  ada  

pelaksanaan  pembangunan  Rusunawa 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengajukan  permohonan  kebera tan  

dalam pe laksanaan  pembangunan  Rusunawa te rsebu t  

secara  te r t u l i s  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mempunyai  iden t i t a s  diw i l a yah  

daerah  Kabupaten  Sleman ;

- Bahwa  saks i  berdomis i l i  d idaerah  Tambak 

Ngest i ha r j o ,  Kasihan ,  Bantu l  ;

- Bahwa  saks i  t i dak  bers i nggungan  dengan  lokas i  

pembangunan  Rusunawa 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  merasa  te rganggu  dengan  pembangunan  

Rusunawa  karena  suara  b is i ng  dar i  proyek  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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sangat  keras  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menolak  secara  ind i v i du  te rhadap  

pembangunan  proyek  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa yang  mengundang  per temuan  di  fo rum  Suntak  

ada lah                I r .  Gembong  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  melapor  ke  Pak  dukuh  pada  tahun  

2007 akh i r  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  melapor  ke  

pengurus  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i ngga l  d i  Dusun  Tambak se jak  tahun  

2007  dan  dengan  adanya  pembangunan  te rsebu t  

saks i  marasa  te rganggu  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  menghad i r i  undangan  per temuan  

sebanyak  5 ka l i  leb ih  ; - - - - -

- Bahwa  saks i  d iundang  dalam  per temuan  tepa tnya  

pada  bu lan  Oktober  

2010  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  pembangunan  Rusunawa  dimula i  pada  bulan  

September  2010 ;

- Bahwa  saks i  t i dak  tahu  obyek  gugatan  da lam 

perkara  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  pembangunan  Rusunawa 

Disclaimer
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ber j a l an  te rus  ; - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  merasa  sangat  te rganggu  dan  

pr iha t i n  dengan  pelaksanaan  pembangunan  

rusunawa  karena  dar i  usu lan  warga  t i dak  

dipe rha t i k an  ;

4.  Keterangan  saksi  I r .  GEMBONG  PRIYATMO 

ARBYATONO ; - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  kena l  dengan  Para  Pihak  dan  t i dak  

mempunyai  hubungan  ke luarga  

dengannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  obyek  sengketa  da lam 

perkara  in i  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  obyek  sengketa  sete lah  

ada  perkara  gugatan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa dida lam  pembangunan  gedung  proyek  Rusunawa 

te rsebu t  menggangu  l i ngkungan  warga  masyaraka t  

karena  penger j aan  proyek  te rsebu t  d i l akukan  

sampai  

malam  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  d imula inya  pembangunan  

proyek  rusunawa  te rsebu t  dar i  

Bramantyo  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  ja rak  anta ra  rumah  saks i  dengan  

pembangunan  gedung  Rusunawa  te rsebu t  ada lah  

sek i t a r  kurang  leb ih  300 

meter  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  d iw i l ayah  ked iamannya  menjaba t  

sebaga i  Ketua  RT  perumahan  Taman  Gr iya  

Indah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  pembangunan  Rusunawa 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  sebe lum  pembangunan  Rusunawa  t i dak  ada  

sos ia l i s a s i  pada  warga;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i   d i  komplek  perumahan Gr iya  Indah  

sebaga i   Ketua  RT.  03;

- Bahwa saks i  sebaga i  Ketua  RT  di  Perumahan  t i dak  ada 

persara tan  ; - - - - - -

- Bahwa Forum Suntak  suatu  ke lompok  resmi  yang  d iaku i  

o leh  masyaraka t  perumahan 

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa jumlah  anggota  se lu ruhnya  ada 7 

perumahan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa lokas i  tanah  yang  dised iakan  oleh  warga  mengenai  

lokas i  tanah  pembangunan  ada  3 

Disclaimer
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tempat  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa mengenai  lokas i  pembangunan  persyara tannya  sudah  

lengkap   t i ngga l  mengurus  sura t -

sura tnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  pernah  menjad i  pro fokas i  dengan 

adanya  pelaksanaan   pembangunan  

Rusunawa ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pernah  demo,  karena  saks i  merasa  

kebera tan  dengan  adanya  pembangunan  Rusunawa 

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i  dengan  adanya  pembangunan  

rusunawa  te rsebu t  d i l i n g kungan  komplek  perumahan  

se la l u  te rganggu  kenyamananya  karena  pelaksanaan  

pembangunan   proyek  di l aksanakan  s iang  dan  

malam ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menjaba t  sebaga i   Ketua  RT sudah  3 

ka l i  pemi l i han  Ketua  RT  se lama  12 

tahun ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  menjaba tan  sebaga i  Ketua  RT ada lah  4 

tahun ; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  lokas i  pembangunan  

Rusunawa  sebe lumnya   d ibangun  hanya  untuk  

Disclaimer
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pembuangan  tempat  

sampah; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  d i tun j uk  sebaga i  Ketua  Paguyuban  

Forum  Suntak  se jak  adanya  pembangunan  rusunawa 

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  sebe lum  pembangunan  

Rusunawa  dimula i  tdak  ada  Paguyuban  Forum 

Suntak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  pada  waktu  per temuan  

di l okas i  YKP  t i dak  datang  karena  di l okas i  

te rsebu t  hanya  ada  acara  potong  tumpeng  dan  

dibe r i  amplop  yang  ber i s i  uang  Rp.  20.000 , -  (Dua  

Puluh  Ribu  Rupiah) ; - - - -

- Bahwa saks i  sekarang   berdomis i l i  masuk diw i l a yah  

Pedukuhan  

Sumberan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  kena l  dengan  Bapak  Dukuh maupun Bapak  

Lurah ; - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengaku i  ser i ng  ber temu  dengan  Pak 

Dukuh dan Pak Lurah ;

- Bahwa saks i  mengena l  Pak Dukuh dan Pak Lurah  tap i  

t i dak  tahu  

namanya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengetahu i  nama- nama  RT.  

Disclaimer
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di l i n gkungan  komplek  

perumahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  sebaga i  Ketua  Forum Suntak  diundang  

dalam  per temuan  secara  l i s an  sebaga i  waki l  dar i  

warga  Paguyuban  Forum Suntak ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  Jumlah  warga  di  Forum 

Suntak  ada 350 warga

- Bahwa  saks i  lupa  nama- nama  warga  Forum 

Suntak ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  d i t un j uk  sebaga i  Ketua  RT  atas  

kesepaka tan  se lu ruh  warga  

perumahan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  Keluhan  warga  komplek  

perumahan  ada lah  mengenai  kebera tan  pembangunan  

lokas i  Rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  kebera tan - kebera tan  yang  

dia lami  oleh  warga  komplek  perumahan  adalah  berupa  

sos ia l ,  ekonomi ,  dan ja l an  ramai ; - - - - -

- Bahwa saks i  mengatakan  Dampak sos ia l  ya i t u  keberadaan  

anta ra  sesama manus ia  t i dak  harmonis  ;  Dampak ekonomi  

ada lah  tanah  di l i n gkungan  yang  ada d ikomplek  perumahan  

harganya  menjad i  melon jak  t i ngg i  ;  Dampak ja l an  ramai  

ada lah  ja l an  yang  ada  d i  komplek  perumahan  sete lah  

adanya  pembangunan  Rusunawa  ja l an  te rsebu t  menjad i  

sangat  ramai  dan  padat  seh ingga  warga  komplek  

Disclaimer
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perumahan sangat  te rganggu ; -

- Bahwa  saks i  sebaga i  warga  komplek  perumahan  sangat  

kecewa atas  pembangunan  Rusunawa te rsebu t  karena  usu l  

dar i  warga  t i dak  

dipe rha t i k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  sebaga i  warga  komplek  perumahan  

sangat  kecewa  atas  pembangunan  Rusunawa te rsebu t  

karena  usu l  dar i  warga  t i dak  

dipe rha t i k an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  datang  di l okas i  proyek  pembangunan  

Rusunawa  sek i t a r  akh i r  bu lan  September  2010  dan  

pembangunan  ber ja l an  te rus  h ingga  sampai  sekarang  

mencapa i  

80%; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa  saks i  mengatakan  Per temuan- per temuan  te rsebu t  

d iadakan  pada  tangga l  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Tangga l    2  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Tangga l    5  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Tangga l  11  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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8.  Tanggal ????.

- - - - -

4. Tangga l  18  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

5. Tangga l  25  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

6. Tangga l  27  Oktober  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

7. Tangga l  11  Nopember  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

8. Tangga l  12  Nopember  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa  saks i  mengetahu i  Per temuan- per temuan  te rsebu t  

d iadakan  sete lah  ada  sura t  keputusan  nomor  :  143/3056  

tangga l  26  Ju l i  2010  dan  Sura t  Keputusan  Gubernur  

Nomor  :  66/12 /2010  tangga l  15  Nopember  2010   dan 

sete lah  i t u  t i dak  ada  per temuan  

lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengaku i    sete lah  tangga l  26  Ju l i  

2010  t i dak  ada 

per temuan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakann  di  da lam  per temuan  ada  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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notu len  yang  d ibua t  send i r i  masyaraka t  yang  had i r  

te rmasuk  saks i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  dida lam  per temuan  saks i  

i ku t  menandatangan i  

kehad i ran ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengaku i  per temuan- per temuan  te rsebu t  

be lum  ada  t i t i k  

temu; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  t i dak  mengeta tu i  kapan  pembangunan  

proyek  i t u  dimula i ; - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  s i t uas i  d i  lokas i  

pembangunan  Rusunawa  te rsebu t  d i tu t up  dengan  

seng; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa saks i  pernah  dimimnta i  perse tu j uan  per iha l  

akan  dibangunnya  rusunawa  te tap i  t i dak  

menandatangan i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan   sete lah  pembangunan  proyek  

dimula i  t i dak  ada  per temuan  

lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  dengan  adanya  per temuan  

hingga  sampai  8  ka l i  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  

be lum  ada tanggapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa??. . .

- Bahwa saks i  mengatakan  lokas i  Proyek  pembangunan  

Rusunawa  sebe lumnya   d igunakan  untuk  tempat  

pembuangan sampah; - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  tempat  pembuangn  sampah 

te rsebu t  ada  i j i n  dar i  Pemer in tah  

setempat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  sampah  te rsebu t  t i dak  

sampai  menumpuk karena  sampah te rsebu t  t i ap  har i  

d i  ambi l  o leh  petugas  sampah; - - - - - - - - - - -

5.  Keterangan  saksi  Prof .  DR.  MUCHSAN, 

S.H. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i   pembangunan  rusunawa 

dia tu r  da lam pera tu ran  pemer in tah  Nomor:  04 tahun  

1988; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  pembangunan  rusunawa 

dia tu r  da lam  Undang- Undang  Nomor  :  16  tahun  

1985; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

- Bahwa saks i  ah l i  mengetahu i  hubungan  anta ra  Pera tu ran  

Pemer in tah  dengan Undang- Undang ada lah  ada 4 unsur  :

1. Pera tu ran  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yang  di  

produks i kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Mendasarkan  pada  Undang  -  

Undang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Ci r i - c i r i  ind i v i dua l  dan 

f i na l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa saks i  ah l i  mengatakan  Akiba t  hukum te rsebu t  

akan  t i dak  sah; - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  mengatakan  keputusan  yang  te l ah  

dike lua rkan  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  i t u  t i dak  

sah  karena  t i dak  menyebut  dasar  Undang-

Undangnya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  mengatakan  Besch ikk i ng  yang  

di te rb i t k an  oleh  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  t i dak  sah  

secara  hukum  karena  belum  ada  perda  yang  mengatu r  

mengenai  

rusunawa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  mengatakan  sumber  hukum  yang  

di j ad i kan  acuan  dasar  da lam penerb i t an  suatu  Keputusan  

yang  ada di  Indones ia  ada 5 ya i t u  :

1. Pera tu ran  Perundang-

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

2. Pera tu ran  yang  t i dak  

te r t u l i s ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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5.  Dokt r i n ???

- - - - - - - -

3. Yur i s  

prudens i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Per jan j i a n /Konvens i  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Dokt r i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  mengatakan  Penger t i an  dan  kr i t e r i a  

Sos ia l i s a s i  da lam  pembangunan  rusunawa  ada  2 

ya i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Suatu  keg ia tan  yang  berp roses  dan 

ber tahap ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Suatu  perbua tan  dua  pihak  ar t i n ya  ada  yang  member i  

sos ia l i s a s i   dan  ada  yang  

mener ima  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  berpendapat  da lam  pasa l  2 

pembangunan  rusunawa  dalam  pembangunan  in i  

apab i l a  be lum  d iadakan  sos ia l i s a s i  maka 

pembangunan  te rsebu t  t i dak  

sah  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- Bahwa  saks i  ah l i  mengatakan  sos ia l i s a s i  d ika i t k an  

dengan  hukum keta tanegaraan  keta taneg araan  ada 2 ya i t u  

: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Segi  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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pera tu rannya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.    Segi  atas  

kecermatan  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  ah l i  mengatakan  bi l a  pembangunan  rusunawa  

dika i t k an  dengan  warga  Bantu l  yang  misk in  Dida lam  

melayan i  te tap  harus  menggunakan  re l - re l  hukum yang  

ada ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  berpendapat  mengenah i  per jan j i a n  

pembangunan  kont rak  ker j a  Kement r i an  Di r j en  Cip ta  

Karya  dalam  melaksanakan  pembangunan  untuk  mencapai  

suatu  tu j uan  jangan  lupa  dengan  atu ran - atu ran  hukum 

yang  

ada  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  berpendapat   kewaj i ban  dar i  

pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  ada lah  melaksanakan  

pembangunan  rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  mengatakan  t i dak  per lu  membaca 

kese lu ruhan  Sura t  Keputusan  Gubernur  Nomor  :  

66/ I . Z / 2010  hanya  mel iha t  sek i l a s  ten tang  pembangunan  

rusunawa  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  ah l i  berpendspat  dengan  adanya  pera tu ran  

Gubernur  mengena i  pembangunan  rumah susun  oleh  Bupat i  

harus  d i l aksanakan  ; - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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- Bahwa  saks i  ahl i  berpendap at  da lam  melaksanakan  

pembangunan  rusunawa  te rsebu t  d ida lam  melaksanakan  

pembangunan  rusunawa  harus  langsung  dengan  pera tu ran -

pera tu ran  perundang- undangan  yang ada : -

- Bahwa saks i  ah l i  t i dak  membaca bukt i  P- 4 hanya  mel iha t  

judu l  dar i  bukt i  

te rsebu t  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  ah l i  ber pendapat   M O A ada lah  sebaga i  

dasar  hukum di  da lam melaksanakan  pembangunan  rusunawa  

te rsebu t  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- Bahwa  saks i  ah l i  ber pendapat  oleh  karena  MOA in i  

d ibua t  o leh  anta r   Lembaga  maka bera r t i  rusunawa  in i  

yang  te rmasuk  juga   ada  di  

da lamnya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  ah l i  berpendapat  bi l a  obyek  gugatan  

dika i t k an  dengan  M O A maka,  bukt i  P- 5 sudah  memenuhi  

persya ra tan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i  ah l i  keputusan  Tergugat  I  

Bupat i  Bantu l  dan  keputusan  Tergugat  I I  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  sudah  memenuhi  

kr i t e r i a  sebaga i  keputusan  Tata  Usaha 

Negara  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i  ah l i  mengenai  sewa  menyewa 

i t u  proses  tahap  untuk  mempero leh  tanah  la l u  

mengenai  pembangunan  rusunawa   payung  hukumnya 

Disclaimer
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ada lah  Undang- Undang 

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i  ah l i  apab i l a   besch ikk i ng  

mencantumkan   pera tu ran  yang  te rka i t  atau  payung  

hukumnya  berar t i  besch ikk i ng  te rsebu t  t i dak  sah  

walaupun  subtans inya  t i dak  melanggar  pera tu ran  

yang  te rka i t ; - - - - - - -

- Bahwa  menuru t  saks i  ah l i  apab i l a   besch ikk i ng  

didasarkan  pada MOA   Undang- Undang ten tang  Rumah 

susun  te tap  harus  dican tumkan  karena  sebaga i  

payung  

hukum ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d i  samping  bukt i  sura t  te rsebu t ,  

p ihak  Terguga t  I  d i  pers idangan  te lah  pula  mengajukan  2 

orang  saks i  ,  ya i t u  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.   PURWOKO ZULIANTO.  Amd  ……….. Tempat   Tangga l      lah i r  

:  Bantu l  2  Ju l i  1969,  

Lak i - lak i ,  

Berkewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  

Pamong  Desa,  Agama Is l am  

ber tempat   t i ngga l   d i  

Tambak  DK  I  RT  01,  

Ngest i ha r j o ,  Kas ihan  

Kabupaten  Bantu l ,  

Disclaimer
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l okasi ?????Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a ; - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

2.   BOBAT ARIFFIADIN,  S.T…………… Tempat  tangga l  lah i r  :  

Batang,  19  Jun i  1969,  

Lak i - lak i ,  

Berkewarganegaraan  

Indones ia ,  Peker j aan  PNS,  

Agama  Is l am,  ber tempat  

t i ngga l  d i  Bandut  Lor  RT.  

37  Desa  Argore jo  

Kecamatan  Sedayu  

Kabupaten  Bantu l  Prop ins i  

Daerah  Is t imewa 

Yogyakar t a ,  ; - - - -

Masing- masing  te l ah  member i kan  kete rangan  di  bawah 

sumpah yang  pada pokoknya  sebaga i  ber i ku t  :

1.  Keterangan  saksi i  PURWOKO  ZULIANTO.  

Amd;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  dengan  adanya  

sos ia l i s a s i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i   mengetahu i  adanya  sos ia l i s a s i  pada  

tangga l   10  Nopember  2009,  Pak  Lurah  yang  

member i t ahu  da lam  sarasehan  pembangunan  karena  

lokas i  sudah  d isu rve  kemungk inan  d i  Dusun  Tambak 

tepa tnya  di  lokas i  tempat  pembuangan  sampah akan  

Disclaimer
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dibangun  rusunawa,  kemudian  dar i  pemer in tah  

Kabupaten  Bantu l  mengajak  warga  kami  untuk  study  

band ing  ke  Semarang  dalam  rangka  penge lo l aan  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  adanya  sos ia l i s a s i  

lan ju t an  pada  tangga l          23  September  2010  

dan sos ia l i s a s i  i t u  d iadakan  di l okas i  gedung  STIE  

YKP dan  yang  diundang  datang  ada lah  Pak  Camat ,  

Pak  Lurah ,  BPD,  Pedukuhan,  LPMD,  Tokoh  pemuda,  

semua  pengurus  RT  dan  semua  tokoh  masyaraka t  

d iundang  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  has i l  rapa t  pada  tangga l  

23  September  2010  semua masyaraka t  setu ju  dengan  

dibangunnya  rusunawa  dan  juga  pada  waktu  i t u  

diadakan  acara  pemotongan  tumpeng  syukuran  di  

lokas i  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  d i  Pedukuhan  Tambak 

diw i l a yah  saya  ada  yang  menyatakan  pro  ar t i n ya  

dengan  dibangunnya  rusunawa te rsebu t  sangat  

setu ju  akan  te tap i  ada pula  yang  menyatakan  t i dak  

setu ju ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  se laku  kepa la  Dukuh  iku t  d i l i b a t kan  

dalam  pembuatan  IMB,  saks i  untuk  menunjukan  

batas - batas  te tangga  yang  bersebe lahan  dan  

Disclaimer
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menganta rkan  Kabag  Pembangunan  dan  Car i k  

Ngest i ha r j o  minta  tanda  tangan  dengan  te tangga  

yang  

bersebe lahan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  lupa  tangga l  Sura t  dar i  Bupat i  Bantu l  

yang  mengenai  perse tu j uan  pembangunan  rusunawa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  i s i  Sura t  dar i  Bupat i  

Bantu l  ya i t u  mengenai  perse tu j uan  pembangunan  

rusunanawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa  saks i  lupa  tangga l  Sura t  dar i  Gubernur ,  

te tap i  ka lau  nomornya   mengetahu i  ya i t u  Nomor  :  

66; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  i s i  sura t  dar i  Gubernur  

ya i t u  mengenai  keputusan  lokas i  pembangunan  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i   sura t  dar i  Bupat i  Bantu l  

dan  sura t  dar i  Gubernur  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa saks i  mengetahu i  sura t  dar i  Bupat i  Bantu l  

tahun  2009  mela lu i  Pak  Lurah  yang  menyatakan  

kemungk inan  di  Dusun  Tambak  akan  dibangun  rumah 

susun; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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- Bahwa  saks i  mengetahu i  bahwa  pada  tangga l  23 

September  2010  betu l - betu l  acara  sos ia l i s a s i  

sesua i  dengan  

undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  acara  sos ia l i s a s i  se lesa i  

kemudian  di l an j u t k an  acara  potong  

tumpeng; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Bahwa  saks i  mengetahu i  batas - batas  tanah  lokas i  

pembangunan  rusunawa dian ta ranya  ada lah  :  

1.  Sebelah  uta ra  Bapak  

Suhar jo ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

2.  Sebelah  se la tan  gedung  kampus  STIE  

YKP; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Sebelah  bara t  

sunga i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

4.  Sebelah  t imur  

ja l an ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- Bahwa cara   saks i  minta  tanda  tangan  ke  kampus  

STIE  YKP ya i t u  saks i  datang  ke  kampus  STIE  YKP 

dan  saya  ber temu  dengan  pegawai  STIE  YKP yang  

bernama  pak  Cahyo  dan  Yatno ,  kemudian  sura t  

te rsebu t  sudah  di tanda  tangan i  dan  sudah  

dicap ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan   kedua  orang  te rsebu t  

ada lah  bukan  pemi l i k  STIE  YKP,  tap i  pegawai  

d is i t u ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  p impinan  STIE  YKP ya i t u  

Ketua  Yayasan  dan  Ketua  

Pendid i kan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  t i dak  mengetahu i  kedua  orang  te rsebu t  

d ibe r i  kewenangan  untuk  tanda  

tangan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  pada  per temuan  sarasehan  

pembangunan  diu ta rakan  oleh  pak  Lurah  bahwa 

kemungk inan  di  Dusun  Tambak  akan  dibangun  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  dua  ka l i  per temuan  ada  

notu lennya ; - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  d ida lam  suatu  per temuan  

te rsebu t  ada  daf ta r  

had i rnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengaku i  d ida lam  per temuan  te rsebu t  

ada tanda  tangan ; - - -

- Bahwa  saks i  saks i  t i dak  mengetahu i  sebe lum 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tangga l  26  ju l i  2010  ada  sos ia l i s a s i  mengenai  

pembangunan  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  saks i   mengetahu i  sebe lum tangga l  23  

September  2010  t i dak  ada 

per temuan; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  sete lah  tangga l  23  September  2010  

saks i  t i dak  pernah  mengiku tu  sos ia l i s a s i  

lag i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  in t i  dar i  pada sos ia l i s a s i  

ada lah  untuk  mendi r i k an  bangunan  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  yang  menyampaikan  

sos ia l i s a s i  pada  tangga l   23  September  2010  

ada lah  dar i  prop ins i  Bapak  Jon i  dan  Bapak  Joko  

Wuryanto  dan  dar i  Bantu l  Bapak  

Sunarso ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  Per temuan  te rsebu t  

d i l aksanakan  dideka t  lokas i  pembangunan  

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i   Per temuan   pada   tangga l  

23  September  2010  yang  diundang  ada lah  dar i  

Pedukuhan,  semua  unsur  masyaraka t ,  Tokoh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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masyaraka t ,  Kecamatan,  Korami l ,  dan  

Kepol i s i an  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengaku i  se laku  Kepala  Dukuh  set i ap  

ada  per temuan  se la l u  saya  sampaikan  sos ia l i s a s i  

kepada  Warga Tambak; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  semua  warga  masyaraka t  

Tambak  mener ima  pembangunan  rusunawa 

te rsebu t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  set i ap  ada per temuan  warga  

Ngest i ha r j o  se la l u  ada  sos ia l i s a s i  dan  menuru t  

kete rangan  dar i  Bu  Yul i  dar i  perumahan  Gr iya  

Indah  set i ap  ada  ar i san  sos ia l i s a s i  pembangunan  

rusunawa  te rsebu t  se la l u  

disampaikan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i   mengetahu i  adanya  

demo;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  adanya  ke lompok  Forum 

Suntak  te rsebu t  dar i  sura t  

kabar ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Keterangan saksi  BOBAT ARIFFIADIN,  

S.T. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  Pemda  Bantu l  memi l i h  

lokas i  pembangunan  di  Dusun  Tambak  Karena  di  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dusun  Tambak  merupakan  sa lah  satu  kawasan  

agromi las i  perko taan  kota  Yogyakar ta  dimana  

Kabupaten  Bantu l  mendukung  Kabupaten  Sleman  dan  

lokas i  Dusun Tambak te rsebu t  mendukung  agromi l as i  

kota  

Yogyakar t a  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa  saks i  mengetahu i  tu j uan  pembangunan  

rusunawa  Kabupaten  Bantu l  ada lah  untuk  membantu  

masyaraka t  Bantu l  yang  berpenghas i l an  

rendah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengatakan  ada  Al te rna t i p - al t e rna t i p  

la i n  ada  beberapa  te tap i  lokas i  te rsebu t  t i dak  

memenuhi  syara t  dan yang  memenuhi  syara t  hanya  di  

Dusun 

Tambak  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  ja l an  Tambak  i t u  mula i  

perempatan  miro ta  ke  utara  merupakan  ja l an  

Kabupaten ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- Bahwa saks i  mengetahu i  nomor  obyek  gugatan  ada lah  

Nomor :  66/2010 ;

- Bahwa  saks i  mengetahu i  lokas i  pembangunan  

rusunawa  adalah  untuk  Perdagangan  dan  jasa ,  dan  

Dominas i  pemukiman; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa  saks i  mengatakan   pada  per temuan  dengan  

warga  Saudara  saks i  t i dak  

datang ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pernah  datang  mengecek  dan  mel iha t  

tanah  yang  ada  di  Ni t i p r ayan  sta tusnya  tanah  

te rsebu t  belum je l as  kepemi l i k annya ; - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  Tanah  lokas i   yang  

di tun j ukkan  ada  2  ya i t u  Tanah  Ni t i p r ayan  dan  

Tanah 

Tambak; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- Bahwa  saks i  mengetahu i  pemindahan  lokas i  tanah  

pembangunan  rusunawa  te rsebu t  dar i  has i l  rapa t  

koord inas i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengetahu i   tanah  te rsebu t  ada lah  

mi l i k  kas  desa  

Ngest i ha r j o ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i   mengetahu i  mengenai  pemindahan  

lokas i  pembangunan  dar i  kedua  SK te rsebu t  sudah  

te rb i t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

- Bahwa saks i  mengetahu i  te rungkapnya   te rka i t n ya  

te rb i t  dua  obyek  gugatan  tangga lnya  lupa ,  akan  

te tap i  te rungkapnya  dua  obyek  te rsebu t  d iakh i r  

tahun  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 98



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 Bahwa ?????.

99

2010 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i   beker j a  sebaga i  Pegawai  Neger i  Sip i l  

d i  Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  

Bantu l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  jaba tan  saks i  d i  Pemer in tah  Daerah  

Kabupaten  Bantu l  ada lah  sebaga i  Kepala  Prasarana  

Wilayah  Kabupaten  Bantu l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mempunyai  peranan  da lam  program 

rusunawa adalah  1.  Perencana    umum    Kabupaten  

Bantu l ,  2.  Bupat i  mengusu lkan  pembangunan  

rusunawa  ke  Jakar ta  mengenai  rencana  program 

rusunawa; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  peranan  Saks i  da lam  proyek  pembangunan  

rusunawa  adalah  sebaga i  

Koord ina to r  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  mengatakan  ada  program  mengena i  

pengusu lan  pembangunan  rusunawa dan wi layah  ya i t u  

1.  Wilayah  Sewon,  2.  Wi layah  Kasihan ,  3.  Wi layah  

Banguntapan . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- Bahwa saks i  mengatakan  syara t  yang  harus  dipenuh i  

da lam pembangunan  rusunawa  ada lah  luas  tanah  dan  

ja l an  masuk; - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 99



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG. . . . . . . . . . . . .
- Bahwa  saks i  mengatakan   laporan - laporan  

te rsebu t  ada lah  sebe lum  Sura t  keputusan  te rsebu t  

ke lua r  dan  prosesnya  sudah  diawa l i  dar i  tahun  

2009; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  pada  waktu  penentuan  lokas i  

pembangunan  t i dak  te r j un  langsung  ke  lokas i  

karena  be lum  menjaba t  sebaga i  

kepa la ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Bahwa  saks i  sudah  beker j a  di  Bapeda  Kabupaten  

Bantu l ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  pemer iksaan  se lesa i ,  para  

pihak  di      pers i dangan  masing- masing  te l ah  menyampaikan  

kes impu lannya  te r t angga l         26  Mei  2011  yang  pada  

pokoknya  menyatakan  te tap  pada  dal i l - da l i l  mereka  semula ,  

dan  se lan ju t nya  para  p ihak  mohon  putusan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  i s i  putusan  in i ,  

maka sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  d i  pers idangan  namun t i dak  

dimuat  dalam  putusan  in i  sebaga imana  yang  te rsebu t  dan  

te rcan tum  dalam  Ber i t a  Acara   Pemer iksaan   Pers idangan  

yang   merupakan   satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dalam 

Putusan  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pemer iksaan  perkara  in i  te l ah  cukup  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dan  akh i rnya  mengambi l  Putusan  berdasarkan  per t imbangan  

seper t i  te ru ra i  da lam  per t imbangan  hukum  di  bawah  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  yang te lah  diu ra i kan  d ia tas ;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  ada lah  :  

1. Sura t  Keputusan  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3056  

tangga l  26  Ju l i  2010  Tentang  Perse tu j uan  Penetapan  

Lokas i  Tanah  Kas Desa Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  (buk t i  P- 5 

=T. I - 1=T. I I - 2) ;

2. Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

Nomor  :  66/ I2 / 2010  tangga l  15 November  2010  Tentang  

Pember ian  Iz i n  Kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kecamatan  Kas ihan  Kabupaten  Bantu l  Untuk  Menyewakan  

Tanah  Kas  Desa  Kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  

Untuk  Pembangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(Rusunawa)  (buk t i  P- 6) ;

Menimbang,  bahwa dasar  /  a lasan  yang  dida l i l k a n  oleh  

Penggugat  da lam  gugatan  pada  pokoknya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  :

- Bahwa  Para  Penggugat  adalah  warga  masyaraka t  Dusun 

Sumberan  dan Dusun Tambak yang  mana lokas i  pembangunan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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mel al u. . . . . . . . . . . . . . . . .

Rusunawa  Ngest i ha r j o  sangat  berdeka tan  dengan  

l i ngkungan  hun ian  Para  Penggugat  seh ingga  sa l i ng  

bers i nggungan  secara  sos ia l  maupun secara  budaya;

- Bahwa  Para  Penggugat  baru  mengetahu i  adanya  obyek  

sengketa  ke- 1  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  dan  obyek  

sengketa  ke- 2  (buk t i  P- 6)  pada  tangga l  30  Desember  

2010  ya i t u  berdasarkan  sura t  jawaban  yang  di te r ima  

oleh        Sdr .  Budi  Bramantyo  tangga l  30  Desember  

2010  ya i t u  Sura t  dar i  Tergugat  I  mela lu i  Sekre ta r i a t  

Daerah  kabupaten  Bantu l  Nomor  :  648/5547  tangga l  

27  Desember  2010  Per iha l  Jawaban  In fo rmas i  (buk t i  P-

3) .  Sura t  jawaban  te rsebu t  merupakan  jawaban  te rhadap  

sura t  yang  dia jukan  oleh               Sdr .  Budi  

Bramantyo  yang  menjad i  sa lah  satu  Penggugat  da lam 

sengketa  in i  (buk t i  P- 1)  ;

- Bahwa warga  masyaraka t  Sumberan  Tambak dan  sek i t a r nya  

kebera tan  dengan  dibangunnya  Rusunawa d i  Dusun Tambak,  

Desa  Ngest i ha r j o  karena  warga  t i dak  pernah  di l i b a t k an  

dalam  proses  pembuatan  Anal i sa  Mengenai  Dampak 

Lingkungan  (AMDAL)  seh ingga  adanya  pembangunan  

te rsebu t  akan  mengak iba t kan  akses  ja l an  yang  re la t i f  

sempi t  dan  padat ,  ja l an  mudah  rusak  seh ingga  

mengganggu  kenyamanan berkendara ,  fas i l i t a s  pembuangan  

sampah menjad i  berkurang ,  permasa lahan  keamanan,  akan  

t imbu l  permasa lahan  sos ia l  yang  mengarah  pada  

perbua tan  kr im ina l ;

- Bahwa pembangunan  Rusunawa  te lah  melanggar  keten tuan  
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Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  :  

- Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  1985  Tentang  Rumah 

Susun  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  4  Tahun  1988  

Tentang  Rumah  Susun  jo .  Pera tu ran  Menter i  Dalam 

Neger i  Nomor  3  Tahun  1992  Tentang  Pedoman 

Penyusunan  Pera tu ran  Daerah  Tentang  Rumah  Susun;  

Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  

Pengelo laan  Lingkungan  Hidup  jo .  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999  Tentang  Anal i s i s  

Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  jo .  Keputusan  

Menter i  L ingkungan  Hidup  Nomor  17  Tahun  2001  

Tentang  Jen is  Rencana  Usaha/a tau  keg ia tan  yang  

waj ib  di l engkap i  dengan  Anal i s i s  Mengenai  Dampak 

Lingkungan  Hidup ;

- Memorandum of  Agreement  (MOA) (buk t i  P- 4) ;

Dan  te l ah  pula  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  ya i t u  :  asas  kepas t i an  hukum,  asas  te r t i b  

penye lenggaraan  negara ,  asas  kepent i ngan  umum,  asas  

pro fes i ona l i t a s ,  asas  akuntab i l i t a s ,  asas  kecermatan ,  

asas  kemanfaa tan  seh ingga  te rhadap  kedua  obyek  sengketa  

aquo harus lah  d inya takan  bata l ;

Menimbang,  bahwa  te rnya ta  p ihak  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  da lam  Ekseps i  maupun  Pokok  Perkara  te lah  

menyangka l  akan  dal i l - da l i l  gugatan  te rsebu t ;

DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 103



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa???????. .

Menimbang,  bahwa  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  te l ah  

menyampaikan  dal i l  Ekseps i  yang  pada  pokoknya  menyatakan  

bahwa :

1. Mengenai  Subyek  gugatan  ;

Bahwa  Para  Penggugat  adalah  masyaraka t  yang  t i dak  

berkepent i ngan  karena  ja rak  anta ra  rumah  te rdeka t  dar i  

sa lah  satu  Penggugat  dengan  lokas i  pembangunan  Rusunawa 

ada lah  kurang  leb ih  400  (empat  ra tus )  meter ,  t i dak  

berba tasan  langsung  dan  Penggugat  bukan lah  subyek  yang  

memi l i k i  kua l i t a s  sebaga imana  kua l i f i k a s i  Penggugat  yang  

dia tu r  dalam  Pasa l  92  ayat  (3 )  Undang- Undang  Nomor  32  

Tahun  2009  Tentang  Per l i ndungan  Dan  Penge lo laan  

Lingkungan  Hidup ;

2.   Mengenai  obyek  gugatan  ;  

Bahwa  Terguga t  I  t i dak  pernah  mengeluarkan  sura t  

keputusan  obyek  sengketa  ke- 1 (buk t i  P- 5 =T. I - 1=T. I I - 2) ,  

mela inkan  Tergugat  I  hanya lah  menerb i t kan  produk  berupa  

sura t  ya i t u  sura t  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3056  tangga l  

26 Ju l i  2010,  Hal  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  Tanah Kas  

Desa Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah Susun  Sederhana  

Sewa (Rusunawa) ;  dan  Tergugat  I I  menyatakan  bahwa nomor  

obyek  sengketa  ke- 2 adalah  nomor  66/ IZ /2010 ,  bukan  nomor  

66/ I2 / 2010  sebaga imana  penyebutan  da lam  obyek  sengke ta  

ke- 2 seh ingga  berdasarkan  alasan  te rsebu t  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  menyatakan  t i dak  pernah  menerb i t kan  obyek  

sengketa  aquo;
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3. Bahwa  da lam  gugatannya  Penggugat  t i dak  cermat  

karena  masih  mencantumkan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  sudah  dicabu t  dan  dinya takan  t i dak  

ber l aku ;

4. Bahwa  proses  pembangunan  rusunawa  te lah  sesua i  

dengan pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku ;

Menimbang,  bahwa  atas  dal i l  ekseps i  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  te rsebu t ,  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  da l i l  

bantahannya ,  pada  pokoknya  Para  Penggugat  menolak  se lu ruh  

dal i l  Ekseps i  Terguga t  I  dan Tergugat  I I ,  yang  pada in t i n ya  

menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa Para  Penggugat  adalah  pihak  ket i ga  yang  t i dak  

di tu j u  oleh  adanya  sura t  keputusan  obyek  sengketa  

sebaga imana  te lah  dia tu r  da lam Pasal  53  Undang- Undang  

Nomor  5 tahun  1986 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

dan  Para  Penggugat  ada lah  masyaraka t  yang  berada  di  

area  atau  set i dak - t i daknya  masuk  dalam  wi layah  Dusun  

Sumberan  dan Dusun Tambak,  Desa Ngest i ha r j o ,  Kecamatan  

Kas ihan ,  Kabupaten  Bantu l  yang  secara  nyata  dan  je l as  

berhubugan  dan  mempunyai  dampak  baik  langsung  maupun 

t i dak  langsung  te rhadap  pembangunan Rusunawa;

2. Bahwa  dalam  Ekseps inya  send i r i  ba ik  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  te l ah  mengaku i  send i r i  mengenai  te rb i t n ya  

kedua  obyek  sengketa  aquo;

3. Bahwa  Kegia tan  pembangunan  rusunawa  waj ib  didahu lu i  

dan  didasarkan  pada  stud i  Anal i s i s  Mengenai  Dampak 
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Meni mbang???. .

Lingkungan  (AMDAL) ;

4. bahwa  pembangunan  rusunawa  secara  lega l  fo rma l  

berdasarkan  pera tu ran  perundangan  yang  ber laku  adalah  

t i dak  sah dan melanggar  hukum;

Menimbang,  bahwa  sete lah  mencermat i  dan  mempela ja r i  

dengan  seksama alasan  hukum te rhadap  ekseps i  Tergugat  I  dan  

Tergugat  I I  ser ta  bantahan  te rhadap  ekseps i  te rsebu t  o leh  

Para  Penggugat  dan  dengan  memperhat i kan  fak ta  hukum dan  

ala t - a la t  bukt i ,  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

ekseps i  te rsebu t  berdasarkan  pr io r i t a s  ekseps i  mana  yang  

te r l eb i h  dahu lu  harus  d iper t imbangkan ;

Ad.  2.  Mengena i  Obyek gugatan  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1 angka  9  

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

Atas  Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara  d inya takan  bahwa :

”Keputusan  ta ta  usaha  negara  adalah  suatu  penetapan  

te r t u l i s  yang  d ike lua r kan  oleh  badan  atau  pe jaba t  ta ta  

usaha  negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  ta ta  usaha  

negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum  bag i  seseorang  

atau  badan hukum perda ta ”

Menimbang,  bahwa  keten tuan  te rsebu t  d ia tas  merupakan  

kr i t e r i a  untuk  menentukan  apakah  obyek  gugatan  yang  
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dia jukan  pembata lannya  oleh  Para  Penggugat  adalah  Keputusan  

Tata  Usaha Negara  seh ingga  secara  yur i d i s  dapat  d iguga t  d i  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  Tergugat  I  

yang  menyatakan  t i dak  pernah  mengeluarkan  sura t  keputusan  

obyek  sengketa  ke- 1  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2) ,  mela inkan  

Tergugat  I  hanya lah  menerb i t kan  produk  berupa  sura t  ya i t u  

sura t  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3056  tangga l  26 Ju l i  2010,  

Hal  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  Tanah Kas Desa Ngest i ha r j o  

untuk  Pembangunan Rumah Susun Sederhana  Sewa (Rusunawa) ;

 Menimbang,  bahwa te rhadap  perbedaan  perseps i  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa yang  dimaksud  o leh  Tergugat  

I  da lam hal  in i  ya i t u  sura t  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3056  

tangga l  26  Ju l i  2010,  Hal  Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  

Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  Pembangunan  Rumah Susun  

Sederhana  Sewa (Rusunawa) ,  pada  hakeka tnya  secara  fo rmi l  

maupun  substans i  dan  apab i l a  d iana l i s a  secara  teo r i t i s  

merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  d imaksud  

Pasal  1 angka  9 Undang- Undang No.  51 Tahun 2009;  

Menimbang,  bahwa  ura ian  te rsebu t  d ia tas  mengandung  

penger t i an  bahwa perbedaan  perseps i  penyebutan  sura t  yang  

dimaksud  o leh  Tergugat  I  dengan  sura t  keputusan  obyek  

sengketa  ke- 1  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  da lam  gugatan  in i  

sebenarnya  memi l i k i  penger t i an  dan  maksud  yang  sama,  oleh  

karenanya  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  bentuk  sura t  

yang  dimaksud  Tergugat  I  te r sebu t  da lam  penyebutannya  
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Meni mbang????. .

dika tego r i k an  sebaga i  suatu  bentuk  sura t  keputusan /  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (besch i kk i ng )  sebaga imana  

dimaksud  Pasal  1 angka  9 Undang- Undang Nomor  51 Tahun  2009  

maka  secara  yur i d i s  dapat  d i j ad i kan  obyek  gugatan  di  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara ;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Ekseps i  dar i  Tergugat  I  te r sebu t  

harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  ekseps i  Tergugat  I I  

yang  menyatakan  t i dak  pernah  menerb i t k an  Sura t  Keputusan  

obyek  sengketa  ke- 2  (yang  dida lamnya  memi l i k i  nomor  sura t  

66/ I2 / 2010 ) ,  mela inkan  Tergugat  I I  menerb i t kan  sura t  

keputusan  dengan  nomor  sura t  66/ IZ /2010 ,  te rhadap  ha l  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan  

kete rangan  kuasa  hukum Tergugat  I I  pada  acara  pemer iksaan  

pers i apan  menyatakan  dan  te l ah  mengaku i  bahwa  obyek  

sengketa  aquo  merupakan  sura t  keputusan  yang  d i t e r b i t k an  

oleh  Terguga t  I I  ( te rmasuk  mengaku i  mengenai  keabsahan  

penomoran  sura t  keputusan  aquo)  dan  leb ih  lan ju t  

berdasarkan  Sura t  yang  di te rb i t k an  oleh  Sekre ta r i a t  Daerah  

(Sekda)  Kabupaten  bantu l  Nomor  648/5547  te r t angga l  27  

Desember  2010  Per iha l  Jawaban  Konf i rmas i  (buk t i  P- 3)  d i  

da lamnya  menyebutkan  secara  eksp l i s i t  bahwa sura t  keputusan  

dimaksud  memi l i k i  nomor  66/ I2 / 2010  sebaga imana  penyebutan  

obyek  sengketa  dalam perkara  in i ;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  te rsebu t  d ia tas  
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Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  perbedaan  penyebutan  

nomor  oleh  Tergugat  I I  dengan  obyek  sengketa  ke- 2 (buk t i  P-

6)  pada  esens inya  memi l i k i  maksud  yang  sama  secara  

subs tans i  ya i t u  mengenai  Sura t  Keputusan  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  tangga l  15  November  2010  Tentang  

Pember ian  Iz i n  Kepada  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kecamatan  Kas ihan  Kabupaten  Bantu l  Untuk  Menyewakan  Tanah  

Kas  Desa  Kepada  Pemer in tah  Kabupaten  Bantu l  Untuk  

Pembangunan Rumah Susun Sederhana  Sewa (Rusunawa)  yang  pada  

saat  in i  d ia j ukan  gugatan  pembata lannya  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara  Yogyakar t a ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka  Ekseps i  dar i  Tergugat  I I  harus lah  

dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima ;

Ad.  1.  Mengena i  Subyek  gugatan  ;

Menimbang,  bahwa  yang  dapat  menjad i  p ihak  Penggugat  

da lam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  beser ta  kr i t e r i a  

kepent i ngannya  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  53  ayat  (1 )  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha Negara  ada lah  sebaga i  ber i ku t  :

”Orang  atau  badan  hukum  perda ta  yang  merasa  

kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  dapat  mengajukan  gugatan  te r t u l i s  kepada  

pengad i l an  yang  berwenang  yang  ber i s i  tun tu tan  agar  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  disengke takan  i t u  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 109



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan???. .

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah,  dengan  atau  tanpa  

dise r t a i  tun tu tan  gant i  rug i  dan/a tau  rehab i l i t a s i ”

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  te rsebu t  d ia tas  

dapat  d i ta r i k  suatu  penger t i a n  bahwa  yang  menjad i  p ihak  

Penggugat  da lam  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  ada lah  orang  

atau  badan  hukum perda ta ,  yang  mana leb ih  lan ju t  sebaga i  

syara t  untuk  dapat  mengajukan  gugatan  di  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  harus lah  ada  unsur  kepent i ngan  yang  di rug i kan  

atas  te rb i t n ya  Keputusan  Tata  Usaha Negara ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Ekseps i  Tergugat  I  yang  

menyatakan  Para  Penggugat  ada lah  masyaraka t  yang  t i dak  

berkepent i ngan  karena  ja rak  anta ra  rumah  te rdeka t  dar i  

sa lah  satu  Penggugat  dengan  lokas i  pembangunan  Rusunawa 

ada lah  kurang  leb ih  400  (empat  ra tus )  meter ,  t i dak  

berba tasan  langsung ;  te rhadap  hal  te rsebu t  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  apab i l a  dice rmat i  bahwa  yang  menjad i  

obyek  sengketa  dalam  perkara  in i  ada lah  mengenai  

Perse tu j uan  Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  

untuk  Pembangunan  Rumah Susun  Sederhana  Sewa (Rusunawa) ,  

bukan  mengenai  pembangunannya,  o leh  karenanya  perbedaan  

dar i  keduanya  ten tu  memi l i k i  dampak  yang  berbeda,  ar t i n ya  

bahwa  obyek  sengketa  aquo  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  

memi l i k i  dampak  yang  leb ih  luas  bag i  se lu ruh  anggota  

masyaraka t  Desa Ngest i ha r j o  ( t i dak  sa ja  anggota  masyaraka t  

yang  berba tasan  langsung)  karena  ha l  in i  berka i t an  dengan  

tanah  Kas  Desa  yang  akan  dipe run tukan  bagi  pembangunan  
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Rusunawa;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  hukum dia tas  Para  

Penggugat  sebaga i  bag ian  anggota  masyaraka t  Desa 

Ngest i ha r j o  ten tu  memi l i k i  hak  dan kepent i ngan  secara  hukum 

te rhadap  penetapan  lokas i  tanah  kas  Desa- nya  (yang  

kebetu lan  lokas i  tanah  d imaksud  berada  t i dak  jauh  dar i  

tempat  t i ngga l  para  Penggugat )  yang  akan  d ipe run tukan  

membangun  Rusunawa.  Oleh  karenanya  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  para  Penggugat  memi l i k i  kepent i ngan  

sebaga i  p ihak  Penggugat  yang  dapat  mengajukan  gugatan  

pembata lan  te rhadap  obyek  sengketa  aquo  (buk t i  P- 5  =T. I -

1=T. I I - 2)  da lam  sengketa  Tata  Usaha  Negara  di  Pengadi l an  

Tata  Usaha Negara  Yogyakar ta ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te rhadap  dal i l  Ekseps i  

Tergugat  I I  yang  menyatakan  Para  Penggugat  bukan lah  subyek  

yang  memi l i k i  kua l i t a s  sebaga imana  kua l i f i k a s i  Penggugat  

yang  dia tu r  da lam Pasa l  92 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  32  

Tahun  2009  Tentang  Per l i ndungan  Dan Penge lo laan  Lingkungan  

Hidup  adalah  t i dak  berdasar ,  karena  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  Para  Penggugat  merupakan  bag ian  dar i  masyaraka t  

Desa  Ngest i ha r j o  yang  berada  di  sek i t a r  lokas i  tanah  kas  

desa  yang  kemudian  te rb i t  Keputusan  Gubernur  yang  

member ikan  Iz i n  Menyewakan Tanah Kas Desa Untuk  Pembangunan  

Rusunawa  (obyek  sengketa  ke- 2)  seh ingga  secara  hukum 

berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  

2004  Para  Penggugat  sebaga i  p ihak  yang  merasa  
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kepent i ngannya  di rug i kan  memi l i k i  hak  untuk  menjad i  p ihak  

Penggugat  da lam  sengketa  in i  untuk  mengajukan  gugatan  

pembata lan  te rhadap  obyek  sengketa  aquo (buk t i  P- 6) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  maka Ekseps i  dar i  Tergugat  I  dan  Tergugat  

I I  harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

Ad.  3 dan 4 ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Ekseps i  Tergugat  I  ya i t u  

mengenai  angka  3  dan  4,  Maje l i s  hak im  berpendapat  da l i l  

da lam ekseps i  yang  d ia j ukan  oleh  Terguga t  I  da lam angka  3  

dan  4  dimaksud  te l ah  menyangkut  pokok  perkara  seh ingga  

leb ih  lan ju t  akan  d iper t imbangkan  dalam pokok  perkara ,  o leh  

karenanya  te rhadap  Ekseps i  Terguga t  I  mengenai  ha l  te rsebu t  

harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

Menimbang,  bahwa  berdasarka in  ura ian  per t imbangan  

hukum te rhadap  Ekseps i  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I ,  Maje l i s  

Hakim  berkes impu lan  te rhadap  se lu ruh  Ekseps i  te rsebu t  

harus lah  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima ;

DALAM POKOK PERKARA ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  sura t  gugatan  dan  rep l i k n ya  

Para  Penggugat  menyatakan  bahwa Tergugat  I  dan  Terguga t  I I  

da lam  menerb i t kan  obyek- obyek  sengketa  te l ah  melanggar  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ya i t u  Bahwa 

pembangunan  Rusunawa  te lah  melanggar  keten tuan  Pera tu ran  
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Perundang- undangan  ya i t u  :  

- Undang- Undang  Nomor  15 Tahun  1985  Tentang  Rumah Susun  

jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  4  Tahun  1988  Tentang  

Rumah Susun jo .  Pera tu ran  Menter i  Dalam Neger i  Nomor  3 

Tahun 1992 Tentang  Pedoman Penyusunan  Pera tu ran  Daerah  

Tentang  Rumah Susun;  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  

1997  Tentang  Pengelo laan  L ingkungan  Hidup  jo .  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  :  27  Tahun  1999  Tentang  

Anal i s i s  Mengenai  Dampak  Lingkungan  Hidup  jo .  

Keputusan  Menter i  L ingkungan  Hidup  Nomor  17 Tahun 2001  

Tentang  Jen is  Rencana  Usaha/a tau  keg ia tan  yang  waj ib  

di l engkap i  dengan  Anal i s i s  Mengenai  Dampak L ingkungan  

Hidup;

- Memorandum of  Agreement  (MOA) (buk t i  P- 4) ;

Dan te l ah  pula  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  ya i t u  :  asas  kepast i an  hukum,  asas  te r t i b  

penye lenggaraan  negara ,  asas  kepent i ngan  umum,  asas  

pro fes i ona l i t a s ,  asas  akuntab i l i t a s ,  asas  kecermatan ,  asas  

kemanfaa tan  seh ingga  te rhadap  obyek  sengketa  aquo  harus lah  

dinya takan  bata l ;

Menimbang,  bahwa dalam jawaban  dan  Dupl i knya  Tergugat  

I  dan Terguga t  I I  te l ah  menyangka l  da l i l  Para  Penggugat  dan  

menyatakan  bahwa  t i ndakan  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

menerb i t kan  obyek- obyek  sengketa  aquo  (buk t i  P- 5  =T. I -

1=T. I I - 2) ,  (buk t i  P- 6)  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku ;
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Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

menguj i  secara  hukum apakah  te rb i t n ya  obyek- obyek  sengketa  

aquo  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2) ,  (buk t i  P- 6)  secara  

prosedura l  maupun subtans ia l  te l ah  sesua i  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  dan  asas- asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  ?;

Menimbang,  bahwa  te rka i t  kedua  obyek- obyek  sengketa  

aquo  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  dan  (buk t i  P- 6)  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  bahwa dasar  pengu j i an  dalam  pemer iksaan  

sengketa  in i  adalah  menguj i  prosedur  maupun  substans i  

mengenai  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  d i t e r b i t k an  oleh  

Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  da lam rangka  penge lo laan  tanah  

kas  Desa  Ngest i ha r j o  yang  akan  dipe run tukan  bag i  

pembangunan  Rusunawa;

Menimbang,  bahwa  penge lo l aan  tanah  kas  desa  yang  

berada  d i  wi layah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

dia tu r  berdasarkan  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  9  Tahun  2001  Tentang  Pencabutan  

Sebagian  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Nomor  5 Tahun 1985 Tentang  Sumber  Pendapatan  Dan 

Kekayaan  Desa,  Pengurusan  Dan Pengawasannya  dan  Pera tu ran  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11  Tahun  2008  

Tentang  Penge lo l aan  Tanah  Kas  Desa  Di  Prov ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  seh ingga  pera tu ran  perundang- undangan  

te rsebu t  merupakan  ala t  untuk  menguj i  mengenai  keabsahan  

dar i  kedua  obyek  sengke ta  dalam perkara  in i ;

Disclaimer
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Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  9  Tahun  2001  Tentang  

Pencabutan  Sebagian  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  5  Tahun  1985  Tentang  Sumber  

Pendapatan  Dan Kekayaan  Desa,  Pengurusan  Dan Pengawasannya  

dalam keten tuan  Pasa l  1 ayat  (1 )  d isebu tkan  :

Pasal  1  Ayat  (1 )  :  Mencabut  pasa l  

1,2 ,3 ,4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 ,12 ,13  dan  14  Pera tu ran  

Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  

Nomor  5  Tahun  1985  Tentang  Sumber  Pendapatan  

dan  Kekayaan  Desa,  Pengurusan  dan 

Pengawasannya;  

Menimbang,  bahwa  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  5  Tahun  1985  Tentang  Sumber  

Pendapatan  dan  Kekayaan  Desa,  Pengurusan  dan  Pengawasannya  

memuat  14 Pasa l  yang  berdasarkan  keten tuan  Pasal  1 ayat  (1 )  

Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  

9  Tahun  2001  dia tas  dinya takan  mencabut  se lu ruh  Pasa lnya ,  

kecua l i  keten tuan  Pasa l  9.  Keten tuan  Pasa l  9 ayat  (1 ) ,  (2 )  

d inya takan  bahwa: - -

Pasal  9 :

(1 )  Tanah- tanah  desa  yang  berupa  tanah  kas  desa,  

bengkok / l ungguh ,  pengarem- arem,  kuburan  dan  la i n - la i n  

yang  se jen i s  yang  d ikuasa i  o leh  dan  merupakan  kekayaan  

desa  di l a r ang  di l impahkan  kepada  pihak  la i n ,  kecua l i  

d ipe r l u kan  untuk  kepent i ngan  proyek- proyek  pembangunan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Pasal  ??????. .

yang  di te t apkan  dengan keputusan  desa;

(2 )  

Keputusan  desa  sebaga i  d imaksud  dalam ayat  (1 )  d isahkan  

oleh  Bupat i  sete lah  desa  yang  bersangku tan  mempero leh  :

a. I j i n  Ter tu l i s  dar i  Gubernur ;

b. Gant i  Tanah  yang  sen i l a i  dengan  tanah  yang  

di l epaskan ;

c. Penggant i an  berupa  uang yang  d igunakan  untuk  membel i  

tanah  la i n  yang  sen i l a i .

Menimbang,  bahwa  leb ih  lan ju t  Pera tu ran  Daerah  

te rsebu t  d ia tas  secara  leb ih  r i nc i  d ia tu r  d i  da lam 

Pera tu ran  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11  

Tahun  2008  Tentang  Pengelo laan  Tanah  Kas  Desa  Di  Prov ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta ,  yang  dalam  Pasal  6,  Pasal  7 

ayat  (1 )  , (2 )  dan Pasa l  16 ayat  (1 ) ,  (2 )  d inya takan  bahwa :

Pasal  6 :  Jen is  pemanfaa tan  tanah  kas  desa  :

a. Sewa- Menyewa;

b. Ker jasama pemanfaa tan ;

c. Bangun serah  guna dan bangun guna serah ;

Pasal  7 :

1) Pemanfaatan  tanah  kas  desa  berupa  sewa- menyewa 

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  6  huru f  a  di l akukan  

atas  dasar  :

Disclaimer
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a. Menguntungkan  desa;

b. Jangka  waktu  sewa pal i ng  lama  20  (dua  puluh)  

tahun  dan dapat  d ipe rpan jang ;

c. Penetapan  ta r i f  sewa  di te t apkan  dengan  

Pera tu ran  Lurah  Desa/Kepa la  Desa;

2) Pemanfaatan  tanah  kas  desa  berupa  sewa- menyewa 

sebaga imana  dimaksud  da lam  ayat  (1 )  harus  mendapat  

i j i n  te r t u l i s  dar i  Gubernur  sete lah  mendapat  

rekomendas i  dar i  Bupat i ;

Pasal  16 :

1) Prosedur  perubahan  perun tukan  tanah  kas  desa  adalah  

sebaga i  ber i ku t  :

a. Pemohon  mengajukan  permohonan  te r t u l i s  

kepada  Lurah  Desa/Kepa la  Desa  dengan  

menyer takan  proposa l  rencana  penggunaan  

tanah  kas  desa.

b. Perubahan  perun tukan  untuk  keper l uan  Desa 

permohonannya  d i l akukan  oleh  Lurah  

Desa/Kepa la  Desa dengan  menyer takan  proposa l  

rencana  penggunaan  tanah  kas  desa.

c. Lurah  Desa/Kepa la  Desa  dan  BPD  membahas  

permohonan  sebaga imana  dimaksud  huru f  a  dan  

b.

d. Dalam  hal  in i  permohonan  d i t e r ima  Lurah  

Desa/Kepa la  Desa  mengajukan  permohonan  

rekomendas i  kepada  Bupat i .

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menyewa ????. .
2) Perubahan  perun tukan  tanah  kas  desa  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  harus  mendapat  i z i n  te r t u l i s  

dar i  Gubernur  sete lah  mendapat  rekomendas i  dar i  

Bupat i .

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dal i l - da l i l  yang  

dikemukakan  para  pihak ,  keten tuan  pera tu ran  perundangan,  

ser ta  ala t  bukt i  yang  dia j ukan  di  pers i dangan  maka 

dipe ro l eh  fak ta  hukum sebaga i  ber i ku t :

- Bahwa  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o  te lah  menerb i t kan  

Sura t  Nomor  :  143/92 ,  te r t angga l  7 Mei  2010   mengena i  

Sura t  Pernya taan  Kere laan  Tanah  Kas  Desa  Untuk  

Pembangunan Rusunawa,  yang  di  tanda  tangan i  o leh  Ketua  

Badan  Permusyawara tan  Desa  (BPD)  dan  Lurah  Desa 

Ngest i ha r j o  dan  dike tahu i  o leh  Camat  Kas ihan  (buk t i  

T. I - 9) ;

- Bahwa  Badan  Permusyawara tan  Desa  (BPD)  Desa 

Ngest i ha r j o  te l ah  mengi r imkan  Sura t  Nomor  :  

10/BPD/NGT/VI / 2010 ,  te r t angga l  17  Jun i  2010,  Per iha l  

Perse tu j uan  Raperdes  Sewa- Menyewa Tanah Kas Desa Untuk  

Pembangunan  RUSUNAWA yang  di tu j ukan  kepada  Lurah  Desa 

Ngest i ha r j o  (buk t i  T. I I - 3) ,  beser ta  lampi rannya  berupa  

sa l i nan  Sura t  Keputusan  BPD Desa  Ngest i ha r j o  Nomor  :  

07 Tahun 2010 (buk t i  T. I I - 4) ;

- Bahwa  t i ndak  lan ju t  dar i  ha l  te rsebu t  d ia tas  te l ah  

te rb i t  Pera tu ran  Desa  (Perdes)  Desa  Ngest i ha r j o ,  

Kecamatan  Kasihan ,  Kabupaten  Bantu l  Nomor  7 Tahun 2010  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang  di t e t apkan  tangga l  18  Jun i  2010  Tentang  Sewa-

Menyewa  Tanah  Kas  Desa  Untuk  Pembangunan  RUSUNAWA 

(buk t i  T. I I - 5) ;

- Bahwa  Pemer in tah  Desa  Ngest i ha r j o  te lah  mengi r imkan  

Sura t  Nomor  :  143/132 ,  te r t angga l  21  Jun i  2010  yang  

di tanda  tangan i  o leh  Ketua  Badan  Permusyawara tan  Desa 

(BPD)  dan  Lurah  Desa  Ngest i ha r j o  dan  d ike tahu i  o leh  

Camat  Kas ihan ,  Per iha l  Permohonan  I j i n  Sewa- Menyewa 

Tanah Kas Desa Untuk  Pembangunan Rusunawa (Rumah Susun  

Sederhana  Sewa)  yang  d i t u j u kan  kepada  Gubernur  

Prov ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  mela lu i  Bupat i  

Bantu l  (buk t i  T. I I - 1) ;

- Bahwa Bupat i  Bantu l  te l ah  mengi r imkan  Sura t  Nomor  :  

143/3067 ,  te r t angga l  26  Ju l i  2010,  Per iha l  Permohonan  

I j i n  Penggunaan  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  

Did i r i k an  Bangunan  Rumah  Susun  Sederhana  Sewa 

(RUSUNAWA)  yang  di tu j u kan  kepada  Gubernur  Daerah  

Is t imewa Yogyakar ta  (buk t i  T. I I - 2) ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  hukum te rsebu t  d i  

atas  Maje l i s  Hakim  akan  member ikan  per t imbangan  hukum 

sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa  prosedura l  maupun  substans i  

penerb i t an  obyek  sengketa  ke- 1  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  

d ia tu r  da lam  Pasa l  9  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  5  Tahun  1985  Tentang  Sumber  

Pendapatan  dan  Kekayaan  Desa,  Pengurusan  dan  Pengawasannya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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jo .  Pasa l  7  ayat  (2 )  dan  pasa l  16  ayat  (2 )  Pera tu ran  

Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11  Tahun  2008  

Tentang  Penge lo l aan  Tanah  Kas  Desa  Di  Prov ins i  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar t a  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

untuk  pemanfaa tan  tanah  kas  desa  berupa  sewa- menyewa harus  

mendapat  rekomendas i  dar i  Bupat i ;

Menimbang,  bahwa  pera tu ran  te rsebu t  d ia tas  t i dak  

mengatur  secara  r i nc i  mengenai  prosedura l  maupun substans i  

penerb i t an  rekomendas i / pe r se tu j uan  yang  d ipaka i  acuan  bag i  

Bupat i  da lam  menerb i t kan  suatu  rekomendas i / pe r se tu j uan  

mengenai  pemanfaa tan  tanah  kas  desa.  Namun secara  imp l i s i t  

da lam  mengabulkan  permohonan  rekomendas i  /pe rse tu j uan ,  

Bupat i  harus  memperhat i kan  hal - ha l  sebaga imana  dia tu r  da lam 

Pasal  7  ayat  (1 )  dan  Pasa l  16  ayat  (1 )  Pera tu ran  Gubernur  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11  Tahun  2008  yang  pada  

in t i n ya  bahwa  pemanfaa tan  tanah  kas  desa  berupa  sewa-

menyewa  harus  memper t imbangkan  mengenai  ha l - ha l  sebaga i  

ber i ku t  :

- Bahwa pemanfaa tan  tanah  kas  desa  harus  menguntungkan  

desa;

- Bahwa  Jangka  waktu  sewa  pal i ng  lama  20  (dua  puluh)  

tahun  dan dapat  d ipe rpan jang ;

- Bahwa Penetapan  ta r i f  sewa di te t apkan  dengan  Pera tu ran  

Lurah  Desa/Kepa la  Desa;

- Bahwa  Perubahan  perun tukan  untuk  keper l uan  Desa 

permohonannya  di l akukan  oleh  Lurah  Desa/Kepa la  Desa 

Disclaimer
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dengan  menyer takan  proposa l  rencana  penggunaan  tanah  

kas  desa.

- Bahwa  Lurah  Desa/Kepa la  Desa  dan  BPD  diharuskan  

membahas  permohonan  sebaga imana  dimaksud  huru f  a  dan  

b.

- Bahwa  da lam  hal  permohonan  di te r ima  maka  Lurah  

Desa/Kepa la  Desa  mengajukan  permohonan  rekomendas i  

kepada  Bupat i .

Menimbang,  bahwa dalam penerb i t an  obyek  sengketa  ke- 1 

aquo sebaga imana  te ru ra i  da lam fak ta  hukum dia tas ,  Tergugat  

I  te lah  memperhat i kan  dan  mempert imbangkan  persyara tan  

sebaga imana  diu ra i kan  d ia tas  secara  beruru tan  ya i t u  te rmuat  

da lam  bukt i  T. I - 9,  T. I I - 3,  T. I I - 4,  T. I I - 5,  bukt i  T. I I - 1,  

seh ingga  berdasarkan  ha l  te rsebu t  Maje l i s  Hakim berpendapat  

bahwa  Tergugat  I  da lam  menerb i t kan  objek  sengketa  ke- 1 

(buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  da lam  perkara  in i  sudah  sesua i  

ba ik  secara  prosedur  maupun  substans i  sebaga imana  

di ten tukan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku ;

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te rhadap  prosedura l  

maupun  substans i  penerb i t an  obyek  sengketa  ke- 2  dia tu r  

da lam  Pasa l  9  ayat  (2 )  huru f  a  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  

Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  5  Tahun  1985  Tentang  

Sumber  Pendapatan  dan  Kekayaan  Desa,  Pengurusan  dan  

Pengawasannya  jo .  Pasa l  7  ayat  (2 )  dan  Pasal  16  ayat  (2 )  

Pera tu ran  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11  

Tahun  2008  Tentang  Pengelo laan  Tanah  Kas  Desa  Di  Prov ins i  
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t angani ??????. .
Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta ,  yang  pada  in t i n ya  Pemanfaa tan  

tanah  kas  desa  berupa  sewa- menyewa dan Perubahan  perun tukan  

tanah  kas  desa  harus  mendapat  i z i n  te r t u l i s  dar i  Gubernur  

dengan persyara tan  adanya  rekomendas i  dar i  Bupat i ;

Menimbang,  bahwa  persyara tan  adanya  

rekomendas i / pe r se tu j uan  sesua i  keten tuan  Pasa l  9  ayat  (2 )  

huru f  a  Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Nomor  5 Tahun  1985  dan  Pasa l  7  ayat  (2 ) ,  Pasa l  

16  ayat  (2 )  Pera tu ran  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  

Nomor  11 Tahun  2008  te lah  te rpenuh i  dengan  te rb i t n ya  obyek  

sengketa  ke- 1  aquo  ya i t u  Sura t  Keputusan  Bupat i  Bantu l  

Nomor  :  143/3056  tangga l  26  Ju l i  2010  Tentang  Perse tu j uan  

Penetapan  Lokas i  Tanah  Kas  Desa  Ngest i ha r j o  untuk  

Pembangunan Rumah Susun Sederhana  Sewa (Rusunawa)  (buk t i  P-

5 =T. I - 1=T. I I - 2) ;

Menimbang,  bahwa  d ika i t k an  dengan  adanya  sura t  

permohonan  dar i  Pemer in tah  Desa Nomor  :  143/132 ,  te r t angga l  

21  Jun i  2010  yang  di t anda  tangan i  o leh  Ketua  Badan  

Permusyawara tan  Desa  (BPD) ,  Lurah  Desa  Ngest i ha r j o  dan  

dike tahu i  o leh  Camat  Kasihan  (buk t i  T. I I - 1) ;  sura t  

permohonan  Bupat i  Bantu l  Nomor  :  143/3067 ,  te r t angga l  26  

Ju l i  2010  (buk t i  T. I I - 2) ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

meskipun  pera tu ran  perundang- undangan  t i dak  mengatur  secara  

r i nc i  mengenai  prosedura l  maupun  subs tans i  mengenai  

pember ian  iz i n  Gubernur  Kepada  Pemer in tah  Desa  Untuk  

Menyewakan  Tanah  Kas  Desa  bag i  suatu  perun tukan ,  namun 
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Tergugat  I I  da lam  proses  penerb i t an  ob jek  sengke ta  ke- 2 

aquo  (buk t i  P- 6)  te lah  mempert imbangkan  adanya  bukt i  P- 5 

=T. I - 1=T. I I - 2,  bukt i  T. I I - 1 dan  bukt i  T. I I - 2 sebaga i  dasar  

pi j akan  untuk  mengeluarkan  iz i n  te r t u l i s  sebaga imana  

dimaksud  Pasal  16  ayat  (2 )  Pera tu ran  Gubernur  Daerah  

Is t imewa Yogyakar ta  Nomor 11 Tahun 2008;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  per t imbangan  

te rsebu t  d ia tas  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  Tergugat  I I  

da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  ke- 2  aquo  (buk t i  P- 6)  

te l ah  sesua i  ba ik  secara  prosedur  maupun  substans i  

sebaga imana  di ten tukan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  fak ta  hukum dan  

per t imbangan  dia tas  Maje l i s  Hakim  berpendapat  kedua  obyek  

sengketa  aquo  merupakan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  

in t i  permasa lahannya  mengenai  penge lo l aan  dan  pemanfaa tan  

tanah  kas  Desa  Ngest i ha r j o  yang  akan  d ipe run tukan  bag i  

pembangunan  Rusunawa (pene tapan  lokas i  tanah  dan  pember ian  

Iz i n  kepada  pemer in tah  desa  untuk  menyewakan  tanah  kas  

desa)  seh ingga  yang  menjad i  dasar  pengu j i an  atas  te rb i t n ya  

kedua  obyek  sengketa  aquo  d ia tu r  da lam  Pera tu ran  Daerah  

Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  9 Tahun  2001  dan  

Pera tu ran  Gubernur  Daerah  Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11  

Tahun  2008,  sedangkan  Para  Penggugat  ba ik  da lam  gugatan ,  

rep l i k ,  maupun  kes impu lannya  ( te rmasuk  ala t  bukt i  sura t ,  

kete rangan  saks i ,  kete rangan  ahl i  yang  dia jukan  di  

pers i dangan)  leb ih  mempermasalahkan  mengenai  prosedura l  dan  
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subs tans i  pembangunan  Rusunawa  (perun tukan  lokas i  tanah-

nya)  maupun dampak- dampak  yang  di t imbu l kan ,  bukan  mengenai  

prosedur  dan substans i  penetapan  lokas i  tanah  dan pember ian  

Iz i n  kepada  pemer in tah  desa  untuk  menyewakan tanah  kas  desa  

yang  di l akukan  oleh  Tergugat  I  dan  Terguga t  I I .  Hal  in i  

te r l i h a t  dar i  pos i t a  dan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

di j ad i kan  sebaga i  dasar  da l i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  

untuk  di j ad i kan  sebaga i  dasar  pengu j i an  keabsahan  te rb i t n ya  

kedua  obyek  sengketa  aquo  ya i t u  Undang- Undang  Nomor  15  

Tahun  1985  Tentang  Rumah  Susun  ser ta  pera tu ran  

pelaksananya ;  Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  1997  Tentang  

Pengelo laan  L ingkungan  Hidup  jo .  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

:  27 Tahun 1999 Tentang  Anal i s i s  Mengenai  Dampak Lingkungan  

Hidup  ser ta  pera tu ran  pelaksananya ,  Memorandum of  Agreement  

(MOA);

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  hal  te r sebu t  Maje l i s  

Hakim  berpendapat  Para  Penggugat  te lah  ke l i r u  da lam 

mendal i l k an  maupun  merumuskan  dasar  pengu j i an  te rb i t n ya  

kedua  obyek  sengketa  aquo,  dan  berdasarkan  se lu ruh  ura ian  

per t imbangan  hukum dia tas  Maje l i s  Hakim berkes impu lan  bahwa 

proses  te rb i t n ya  kedua  objek  sengketa  aquo  dalam  perkara  

in i  sudah  sesua i  ba ik  secara  prosedur  maupun  subs tans i  

sebaga imana  di ten tukan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  

dan  t i dak  pula  melanggar  asas- asas  umum pemer in tahan  yang  

baik  sebaga imana  dida l i l k a n  oleh  Para  Penggugat ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ura ian  per t imbangan  hukum 
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dia tas ,  maka da l i l - da l i l  gugatan  Para  Penggugat  dinya takan  

t i dak  te rbuk t i  dan  gugatan  Para  Penggugat  harus lah  

dinya takan  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa dalam sura t  gugatannya  Para  Penggugat  

juga  mengajukan  permohonan  penundaan  te rhadap  pelaksanaan  

dar i  kedua  obyek  sengke ta  aquo  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  

dan  (P- 6)  dengan  dal i l  bahwa keg ia tan  pembangunan  rusunawa 

dalam  paramete r  hukum  l i ngkungan  h idup  nyata - nyata  

menimbulkan  dampak  besar  pada  l i ngkungan  hidup  ser ta  untuk  

memperkec i l  kerug ian  yang  d ider i t a  oleh  Para  Penggugat  yang  

sangat  t i dak  se imbang  diband ing  dengan  manfaa t  bag i  

kepent i ngan  yang  akan  di l i n dung i  o leh  pelaksana  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  ser ta  untuk  memperkec i l  res i ko  kerug ian  

yang  mungk in  harus  dip i ku l  o leh  pengembang Rusunawa;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  penundaan  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  berpedoman pada  keten tuan  Pasa l  67  ayat  (4 )  

Undang–  Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  menyatakan  :

 Ayat  (  4  )    Permohonan  penundaan  sebaga imana  dimaksud  

dalam ayat  (2 )  :

a.   dapat  d ikabu l kan  hanya  apab i l a  te rdapa t  

keadaan  yang  sangat  mendesak  yang  mengak iba tkan  

kepent i ngan  penggugat  sangat  d i rug i kan  j i k a  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

te tap  di l aksanakan ;
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b.  t i dak  dapat  d ikabu l kan  apab i l a  kepent i ngan  umum 

dalam  rangka  pembangunan  mengharuskan  

di l aksanakannya  keputusan  te rsebu t .

Menimbang,  bahwa berdasarkan  keten tuan  pasa l  te rsebu t  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  untuk  dapat  mengabulkan  atau  

menolak  suatu  permohonan  penundaan  Para  Penggugat  aquo,  

Maje l i s  Hakim te r l eb i h  dahu lu  harus  mempert imbangkan  adanya  

“kepen t i ngan  yang  sangat  mendesak  yang  mengak iba tkan  

kepent i ngan  penggugat  sangat  d i rug i kan “  dan  atau  

“kepen t i ngan  umum dalam  rangka  pembangunan“ ,  yang  mana 

dian ta ra  kedua  kepent i ngan  te rsebu t  yang  leb ih  dominan  

i t u l ah  yang  menentukan  apakah  permohonan  te rsebu t  akan  

di to l ak  atau  dikabu l kan .  

Menimbang,  bahwa  sete lah  mempela ja r i  a lasan  Para  

Penggugat  da lam  mengajukan  permohonan  penundaan  te rhadap  

pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (obyek- obyek  

sengketa )  dan  juga  te l ah  mempela ja r i  berkas  perkara ,  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  berdasarkan  fak ta  hukum 

yang  ada  di  lapangan  (berdasarkan  has i l  pemer i ksaan  

setempat  yang  d i l akukan  Maje l i s  Hakim di  lokas i  pembangunan  

rusunwa  pada  tangga l  17  Februar i  2011)  te l ah  je l as  bahwa 

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  menjad i  obyek- obyek  

sengketa  te rsebu t  (buk t i  P- 5 =T. I - 1=T. I I - 2)  dan (P- 6)  t i dak  

lag i  da lam  tahap  admin is t r a s i ,  akan  te tap i  sudah  berwu jud  

pada  perbuatan  fac tua l  secara  f i s i k ,  d imana  te rhadap  obyek  

sengketa  aquo  te lah  di l akukan  keg ia tan  pembangunan  yang  
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te l ah  mencapa i  50  % proses  pelaksanaan  pembangunannya  

seh ingga  Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  unsur  manfaat  

yang  harus  di l i n dung i  o leh  pelaksanaan  dar i  obyek  sengketa  

dalam perkara  in i  leb ih  besar  diband ingkan  dengan  besarnya  

kerug ian  yang  akan  dider i t a  oleh  Para  Penggugat  j i k a  sura t  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  te tap  di l aksanakan  seh ingga  

syara t  –  syara t  untuk  mengabulkan  permohonan  penundaan  

sebaga imana  dia tu r  da lam keten tuan  dia tas  t i dak  te rpenuh i  ;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  per t imbangan  d ia tas  maka 

Maje l i s  Hakim  berkes impu lan  bahwa  te rhadap  permohonan  

penundaan  pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

obyek  sengketa  aquo  (buk t i  P- 5  =T. I - 1=T. I I - 2)  dan  (P- 6)  

yang  dimohonkan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d ikabu l kan  

seh ingga  bera lasan  hukum untuk  di to l ak ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dinya takan  di to l ak ,  maka  bera lasan  kepada  Para  Penggugat  

dihukum  untuk  membayar  b iaya  perkara  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in i  yang  besarnya  akan  d i t en tukan  dalam  amar  

putusan ;

Menimbang,  bahwa mengenai  a la t - ala t  bukt i  berupa  bukt i  

sura t ,  kete rangan  ah l i ,  kete rangan  saks i  yang  dia j ukan  oleh  

para  p ihak  yang  t i dak  d iper t imbangkan  dan  d ianggap  t i dak  

re levan  dalam  putusan  in i  te tap  di l amp i r kan  dalam  berkas  

perkara ;

Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  
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l ai nnya. ?????. .

dipers i dangan  te rcan tum  dalam Ber i t a  Acara  Pers idangan  dan  

merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  te rp i sahkan  dengan  

putusan  in i  ;

Menginga t ,  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  jo .  Undang- Undang Nomor  

9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  jo .  Undang-

undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,   Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  

Yogyakar t a  Nomor  9  Tahun  2001  Tentang  Pencabutan  Sebagian  

Pera tu ran  Daerah  Prop ins i  Daerah  Is t imewa  Yogyakar t a  Nomor  

5  Tahun  1985  Tentang  Sumber  Pendapatan  Dan Kekayaan  Desa,  

Pengurusan  Dan  Pengawasannya ,   Pera tu ran  Gubernur  Daerah  

Is t imewa  Yogyakar ta  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang  Penge lo l aan  

Tanah  Kas  Desa  Di  Prov ins i   Daerah   Is t imewa   Yogyakar ta  

ser ta   pera tu ran    perundang- undangan  

la i nnya  yang  ber laku  dan berka i t an  dengan perkara  in i ;  

M E N G A D I  L I  

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak  Permohonan Penundaan  Para  Penggugat ;
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129

DALAM EKSEPSI  :

- Menyatakan  Ekseps i - Ekseps i  Tergugat  I  dan  Tergugat  I I  

t i dak  dapat  d i te r ima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

- Menghukum Para  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam perkara  in i  sebesar  Rp.  3.164 .000 , -  

( t i ga  ju ta  sera tus  enam puluh  empat  r i bu  rup iah ) ;

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Yogyakar ta ,  

pada  har i  Selasa ,  7  Jun i  2011  oleh  kami  LIL IEK  EKO 

POERWANTO,  SH. , (Ke tua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Yogyakar t a )  sebaga i  Hakim Ketua  Maje l i s ,  RONI  ERRY SAPUTRO, 

SH.  Dan RETNO NAWANGSIH,  SH masing  – masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  Putusan  te rsebu t  d ibacakan  dalam  s idang  yang  

dibuka  dan  dinya takan  te rbuka  untuk  umum pada  har i  Kamis,  

tanggal  9  Juni  2011  oleh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  dengan  

diban tu  oleh  SUBONO,  SH sebaga i  Pani te ra  Penggant i  yang  

dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum Para  Penggugat ,  Para  Kuasa  Hukum 

Tergugat  I  dan Para  Kuasa Hukum Tergugat  I I ;

HAKIM ANGGOTA I ,

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Tdt
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Ti ga Jut a Ser at us Enam Pul uh Empat  Ri bu Rupi ahTt d.

       RONI ERRY SAPUTRO, 

S.H.

      LIL IEK  EKO POERWANTO, 

S.H.

HAKIM ANGGOTA I I ,

Ttd

         RETNO NAWANGSIH,  

S.H.

    PANITERA PENGGANTI,

S U B O N O,  S.H.

Perinc ian  biaya  Perkara:

-  Pendaf ta ran  Gugatan :  Rp.  30.000  , -

-  Panggi l an - pangg i l an :  Rp.  70.000  , -

- Pember i t ahuan  Pemer iksaan  setempat : Rp.  30.000  

, -  

- Pemer iksaan  Setempat : Rp.  3.000 .000  , -

- Matera i :  Rp.       6.000  , -

- Redaks i :  Rp.       5.000  , -

-  Leges :  Rp.       3.000  , -

- Pengi r iman  Sal inan  Putusan :  Rp.     20.000  , -

     JUMLAH          :  Rp.  3.16 4.000  , -
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